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KATA PENGANTAR

Bisnrillahirralkmanirealitim
Assalamu’alatkum Warralmatullald Wabarakeatuh,

Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya,
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Solok tahun 2025-2029 telah dapat diselesaikan dengan baik.
Dokumen Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3
(lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi
perangkat daerah.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-
2029, Dinamika tantangan dan permasalahan bidang kepegawaian dijadikan dasar
untuk memprediksi kondisi lima tahun ke depan, merencanakan program
pembangunan jangka menengah Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Solok. Upaya untuk dapat mendukung tercapainya visi dan
misi Bupati Solok secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan vang
terarah dan terkoordinasi serta memperhabkan sepala potensi vang ada guna
pengembangan dan peningkatan pengelolan  kepegawaian untuk mewujudkan
aparatur yang tangguh dan memiliki daya saing vang tinggi.

Harapan kami semoga Dokumen Renstra ini dapat digunakan scbagai acuan
untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Solok serta mendukung pencapaian Visi dan Misi RPIMD
Kabupaten Solok selama 5 (lima} tahun ke depan.

Wassalamu'alaikum Warralimatullahi Wabarakatuh.

Arosuka, 19 Desember 2025
epegawaian dan Pengembangan




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesual dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Bupati Solok
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di
bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Solok berkomitmen untuk melaksanakan perubahan
paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian menuju perspektif
manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis agar selalu
tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan.

Pengembangan dan  peningkatan kualitas sumber daya manusia
aparatur pada saal ini menjadi wacana yang mengemuka baik pada sektor
publik maupun privat. Hal ini dipacu oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan
vang pesat maupun perkembangan budaya. Upaya pengembangan dan
peningkatan kualitas sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan guna
menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi
publik dalam mewujudkan pemerintahan yang cerdas (Smart Governance). Oleh
karena itu, sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia aparatur ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang
tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan dinamiks perubahan.

Dengan adanya tuntutan kompetensi aparatur yang semakin tinggi dan
semakin luas maka pendekatan-pendekatan dalam pengembangan SDM
aparatur kini tidak cukup hanya dengan berbasis kompetensi (competency based
human resource development) tapi lebih mengarah kepada pengembangan talent
pool atau talent based human resource development yang akan mampu
menghasilkan tidak hanya ASN yang profesional tapi juga ASN yang memiliki
integritas, dedikasi dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai
perkembangan jaman.

Dalam rangka mewujudkan hal di atas, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok sebagai peranghat
daerah yang menangani kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan
SOM aparatur memegang peranan yang sangat vital, Untuk itu dalam
pelaksanaan program dan kegiatannya perlu didukung dengan ketersediaan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang disusun
sclaras dengan dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Selok Tahun 2025-2029
yang berfokus pada visi daerah “Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani
menuju Masyarakat Madani dan Sejahteratera” dan misi daerah * Mewujudkan
Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani dan Mewujudkan Sumber
Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global” sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025. Rencana strategis
tersebut disusun dengan tetap mempertimbangkan asas kesinambungan dan
keberlanjutan program-program yang tclah dilaksanakan sclama periode
sebelumnya.

Dokumen Renstra merupakan rencana pembangunan jangka menengah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dalam
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Dokumen Renstra merupakan rencana pembangunan jangka menengah
Badan Kepegawsian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dalam
pelaksanaannya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja setiap
tahun. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua
program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa beroricntasi pada hasil
foriented result) yang ingin dicapai sampal dengan tahun 2025-2029.
Perencanaan ini memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau yvang mungkin timbul sekaligus memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan
dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan
gsampai teRhun 2025-2029 dalam rangka mendukung visi dan misi kepala
daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja [nstanai
Pemerintah yang merupakan [nstrument pertanggungjawaban, Renstra ini
merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok
untuk melakukan pengukuran kinerjanva sebagaimana Instruksi Presiden
Nomaor 7 Tabun 1999,

1.2, Dasar hukum penyusunan
Dasar hukum penyusunan dokumen perencanasn pembangunan
daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pusat dan Daerah

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
6972)

6. Peraturan Pemerinteah Nomor 8- Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Dasrah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

R, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Kenangan Daerah;

11, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029,

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tehun 2017 Tentang Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Feraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Kencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubshan Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Derah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Derah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keunangan Daerah;

16, Peraturan Menteri Dalam Negetd Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perarutan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedorman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Peranghkat Daerah Tehun 2025-2029

18, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Solok Tahun 20212- 2031;

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tshun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Dasrah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daecrah.

20. Peraturan Daersh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

21. Peraturan Daerah Namor 7 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD]) Kabupaten Solok
Tahun 2025-2029.

22 Peraturan Bupati Solok Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusis Kabupaten Solok disusun dimaksudkan untuk menyediakan
dolcumen perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan
penyclenggaraan manajemen kepegawaian yang efektifl dan efisien yang
mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan peclaksanaan
reformasi birokrasi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dsn
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam
pelaksanaan tugas dan fungsl perangkat daerah dalam mendukung visi
dan misi dasrah;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanasn program dan kegiatan
perangkat dacrah untuk kurun walktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinyan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja perangkat daerah;

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Renja Perangkat Dasrah yang merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia disusun secara sistematiska, terdiri dari 5 (Lima) Bab yaitu:

BAB1 Pendahuluan
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan.




BAB Il Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Peranglkat

BAE 11

BAB IV

BAB W

Daergh

2.1 Gambaran Pelayanan Badan HKepegawaian dan Pengembangan
sSumber Daya Manusia
Memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi
perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup
sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat
daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnysa, serta informasi tentang tantangan dan
peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

2.2  Permasalshan dan Isu Strategis Badan Kepegawalan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Memual tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas
dan fungsi pelavanan perangkat daersh, telaahan visi, misi dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan
telanhan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
provinsi/kabupaten /kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu
sirategis perangkat daersh yang akan mempengaruhi kinerja
pembangunan untuk masa lima tahun mendatang.

Tujuan, Sasaran, Strategl dan Arah Kebijakan

Memuat tujuan, sasaran jangka menengah perangkat daerah,
pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat dasrah dalam 35
(lima) tahun mendatang,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang
Urusan

Memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif indikator kinerja
Perangkat Dacrah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Perangkat Daerah dalam masa pelaksanaan Renstra
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian fujuan dan aasaran
RPJMD 2025-2029.

Penoutup

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan
pelaksanaan pengendelian dan evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah
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BAB I
GAMBARAN PELAYANANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
FERANGEAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pelayan publik dewasa ini menjadi isu strategis yang merupakan
gambaran harapan masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi pemerintah
yang memiliki implikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Perbaikan kinerja pelayanan di bidang kepegawaian secara berkelanjutan akan
mendorong terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan penyelenggaraan
pelayanan manajemen aparatur  pada akhirnya akan memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan juga akan
berdampak pada tumbuhnya kepercayaan dan legitimasi terhadap Pemerintah.
Peningkatan kualitas pelayanan khususnya pelayanan kepegawaian menjadi
indicator terjadinya perubahan paradigma dalam penyvelenggaraan manajemen
kepegawaian yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan pegawai. Kulitas
pelayanan terkait erat dengan manajemen sumber daya yang dimiliki.

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas, fungsi dan struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebggaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. BKPSDM mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yvang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaleud diatas, BEKPSDM
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;

2, Pelaksansan tugas dukungan teknig di bidang kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan,

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
Pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesual dengan
ketentuan praturan perundang-undangan.

Adapun strulktur organisasi BKPSDM Kabupaten Solok ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri
dari;

a. Kepala
b. Sekretaris, membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari:
1] Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2] Sub Bagian Perencanasan dan Keuangan.
¢. Bidang Fengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian:
Dibawah bidang terdapat kelompok Jabatan Fungsonal dan/atau
Pelaksana
d. Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
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Dibawah bidang terdapat kelompok Jabatan Fungsonal dan/atau
Pelaksana

e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan:
Dibawah bidang terdapat keclompok Jabatan Fungsonal dan/atan
Pelaksana

f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

Secara lengkap bagan struktur organisasi dan tata kerja BKPSDM
disajikan sebagai berikut:




Gambar 2.1 Struktur Organisesi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023
tanggal 18 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dapat uraian tugsas dan fungsi masing-masing
bidang sebagai berikut:

1. Sekretariat
Tugas : mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan
keuangan , urusan perencanaan dan pelaporan

Fungsi ;

a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan
program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia
aparatur,

b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta
urusan alkuntansi dan pelaporan keuangan;

c. Pengelelaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil ncgara; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat memiliki 2 sub bagian yaitu:
a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
Tugas: melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga,
kehumasan, protokol dan ketata laksanaan serta kepegawaian
Fungsi:

Pelaksanaan urusan persuratan

Pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi

Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
Pengelolaan asset, informasi dan dokumentasi

Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
Pengelolan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan
jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
Tugas: melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan
anggaran serta penatausahaan dan pelaporan keuangan
Fungsi:

=

Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pengelolaan data dan Menyusun laporan kinerja badan
Pelakzanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan
verifikasi dan penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan
keuangan

Pelaksanaan urusan akuntasi dan pelaporan keuangan
Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.



2. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Tugas: membantu Kepala badan dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengadaan, pemberhentian dan
informasi kepegawaian,
Fungsi:
a. Perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi,
b. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan;
¢. Penyelenggaraan pengadaan pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja;
Pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian
Pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian;
Pelaksanaan verifikasi database informasi kepegawaian
Pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian
Pelaksannan fasilitasi Lembaga profesi aparatur sipil negara
Pelaksanasan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan,
pemberhentian dan pengelolaan informasi; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberiken oleh pimpinan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
3. Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
Tugas : membantu Lkepala badan dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengembangan,
mutasi dan promosi
Fungsi:
Perumusan kebijakan mutasi dan promosi;
Penvelenggaraan proses mutasi dan promosi;
Pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi
Pelaksanaan verifilkasi dokumen mutasi dan promosa
Pelaksanaan cvaluasi dan peclaporan pelaksanaan mutasi dan
promaosi
Perumusan kebijakan pengembangan pegawai;
Pengoordinasian dan kerja sama pelaksanaan seleksi jabatan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan
pegawail; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Bidang Penilaian Kinerja Aparartur dan Penghargaan
Tugas: membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja
aparatur dan penghsargaan
Fungsi:
a. Perumusan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
b. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan
penghargaan;
¢. Pengoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
d. Pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
e, Pengoordinasian usulan pemberian penghargaan;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan
penghargaan; dan
g. Pelaksnaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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5. Untuk Pelaksanaan sebagian Tugas Badan dapat dibentuk UPTD pada
Badan sesual dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasim,
tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

2.1.2, Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.2.1. Sumber Daya Manuaia

BKFPSDM sebagai penvelenggara tugas dan fungsi pemerintah
dalam bidang pelayanan terhadap pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok, Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan
sumber dava aparatur vang handal dengan berbagai disiplin ilmu,
pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Pegawai
BKPSDM Kabupaten Solok berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang terdin
dari 26 (dua puluh enam) crang ASN dan 11 (sebelas| orang Tenaga Non
ASN.

Komposisi Sumber Daya BKPSDM dalam struktur organisasi dapat dilihat
pada tabel 2.1 :
Tabel 2.1
Jumlah ASN BKPSDM Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

lenis Kelamin

LIFal &

lald-laki Perempuan Jumilak
1|Kepala
2|Sekretariat
3|Bidang PSDM
4
5

Eidan! PEP
Total

Sumber : DUK BKPSDM, Desember 2024
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Aparatur BKPSDM jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah ASN laki-laki
berjumiah 9 orang atau 34,62% dan perempuan sebanyak 17 orang atau
65,38% dari total aparatur yvang ada. Komposisi aparatur pada BKPSDM
berdasarkan jumlah kelamin dapat dilihat pada gambar 2.2:

Gambar 2.2
Komposisi ASN BKPSDM Berdasarkan Jenis Kelamin

W il ASN
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Sedangkan jumlah aparatur BKPSDM berdesarkan golongan dapat
dilihat padsa tabel 2.2
Tabel 2.2
Jumlah ASN BKPEDM Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan

Uralan Golongan
Gaol 1V Gl I Gainl 1 lumlahl
1| Kepaia 1 1
2|5ekratariat q 5
JiBidang PSDM 1 i 1 6
4|Bidang KDP 7 1 B
S|Bidang PKP 1 5 6
Total a 20 2 26

Sumber : DUK BKPSDM, Desember 2024

Pada tabel 2.2 diketahui bahwa distribusi pegawai merata di setiap
bidang, Sekrectariat memiliki kekuatan pegawai yang paling sedikit
sebanyak 5 (lima) orang atau 19,23% dari total pegawai BEKPSDM
Kabupaten Solok. Sekretariat menjalankan peran untuk memberi
dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan, Bidang
Kepangkatan, Data dan Pengadaan memiliki kekuatan pegawai lebih
banyak dari bidang-bidang lain yaitu sebanyak B |delapan) orang. Bidang
Pembinaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian memiliki kekuatan
pegawal sebanyak 6 (enam) orang, sementara Bidang Pengembangan SDM
memiliki personil sebanyak 6 [enam) orang.

Berdasarkan golongan, aparatur BKPSDM didominasi oleh
golongan Il yaitu sebanyak 20 grang atau sebesar 76,92%, sedangkan
yang paling sedikit adalah golongan [l sebanyak 2 orang atau sebesar
7.69%, Banyaknya aparatur pada golongan [ll disebabkan karena masa
kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang dianghkat

lengsung pada golongan II1.

Gambar 2.3
Komposisi Pegawai BKPSDM Kabupaten Solok Berdasarkan Golongan
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Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil atau PNS menyebutkan bahwa Jabatan PNS terdiri
dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA), dan
Jabatan Fungsional (JF). Jenjang Jabatan Administrasi dari yang paling
tinggl ke yang paling rendah terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan
pengawas, dan Jabatan pelaksana. Secara kebijakan internal Pemerintah
Kabupaten Solok telah memberikan peluang bagi aparatur yang
mempunyai kemauan untuk berkarier di jenjang fungsional disamping itu
juga terdapat beberapa jabatan yang disetarakan ke dalam jabatan
fungsional (Fungsional Penyetaraan).

Adapun komposisi aparatur BKPSDM berdasarkan jabatan dapat
diuraikan pada tabel 2.3

Tabel 2.3
cawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi

1 1 3,85%
(JPT)

2 | Jabatan Administrasi [JA} 11 42,31%
a, Jabatan Administrator 4 15,38%
b. Jabatan Pengawas 2 T,69%
c. Jabatan Pelaksana 5 19,23%

3 | Jabatan Fungsional (JF) 14 53,85%
a. Jabatan Fungsional
S | 7 26,92%
b. Jal;atem Fungsional | = 26,92%
Murni
Total 26 100,00%

Sumber : BKPSDM, Desember 2024

Gambar 2.4
Komposisi Pegawai BEPSDM Kabupaten Solok Berdasarkan Jabatan
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Aparatur BKPSDM Kabupaten Solok bermsal dari latar belakang
disiplin ilmu yang berbeda-beda. Latar belakang pendidikan pegawai
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tingkat Pendidilan jumlah  Pprentaso

Sarjana 53 O ;
2\5arjana 52 5 19,23%
AlSarjana 51/ Diploma IV 19 13,08%
4 |Diploma 2 1,65%

Total 26 100, 006

Sumber: Bezeting, Desember 2024

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, paling banyalk
pada tingkat pendidikan 51 dengan jumlah 19 orang PNS (73,08%.
Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur
BKPSDM ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan
kinerja secara umum. Dilihat dari tabel diatas keluatan pegawai
BKPSDM Kabupaten Solok secara kuantitatif menunjukkan angka yang
cukup signifikan dalam menyelenggarakan tugas fungsinya sebagai
bagian dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan  di bidang
kepegawaian, Potensi yang ada pada BEPSDM Kabupaten Solok perlu
digali, dikembangkan kualitASNyva dan didayagunakan sehingga mampu
menjadi sumber daya manusia yvang berkompeten dalam menghadapi
tantangan-tantangan  lngkungan  strategis guna melaksanakan
pembangunan kepegawaian.

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi harus didukung
dengan sarana kerja yang memadai, uraiannya dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2.5
Daftar Aset yang dikelola
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SETLLI Ttrniin by il Feroiehan

3 [Cediing Somior Unit 1| 1.247.625.000 | 1
2 Jalan, irigasi dan
Jaringan
inetatat ki) M 3 4,686,900 | |
‘ 3 | Peralatan dan Mesin | | 1,444.244.740
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 Kendaraan Roda 4 Unit 4 725.005.000 | 2| 2]
 Tripod Buah 1 1700000 | | 1
| Alat Penghancur Kertas | Buah 2 11.576.500 2
| Kursi tamu | Set 2 6.720.000 | 2|
| Sofa Set 1 13.450.000 1
Televisi Unit 1 7.350.000 | 1
| Sound Sistem Unit | 1 11.780.000 1
Gordyn/ Kray | Set | 2. 9.500.000 2
Meja Kerja Pejabat  Set 2 4.730.000 2|
Kursi kerja Pejabat | Set | 2 4.775.000 | 2
STEL LT, QL TURDg Set 1 8.250.000 1
_| pejabat
Lemari Buku Arsip Buah 10 161.090.000 é
| PC Unit 14 163.856.800 i
' Laptap Unit 16 192.609.340 .|
| Note Book Unit 1 6.891.500 1|
! Tablet Unit 2 19.980.000 | 2
Printer Unit 31 79.789.900 | 2
 Scanner Unit 1| 6450000 1 _
Peralatan PC Lainnya Unit 1 5.295.000 | 1| |
Router Unit 2 3.345.700 | 2
|
4 | Aset Tetap Lainnya 1 2.540.920
Buku Umum lain-lain | Buah | 39 2540920, | 39
m
Sumber: KIB BKPSDM, 2024

Gedung kantor BKPSDM Kabupaten Solok merupakan aset daerah,
secara kondisi cukup nyaman, namun kurang representatif sebagai gedung
pelayanan publik. Selain itu sarana operasional berupa kendaraan dinas
belum cukup tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberadaan sumber daya manusia serta: sumber daya sarana
prasarana dapat memperkuat keberadaan BKPSDM, sebaliknya jika tidak
terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan menjadi

yebab tidak tercapainya target kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan
BKPSDM berdasarkan sumber daya yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.6:
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Tabel 2.6
Rekapitulasi Sumber Daya BKPSDM Tahun 2024

W, Bardssarkan jenis kslmnin Jurrlah snjarn baki ik dar
| i rarrias Baimple b baeg
b b Berdasarkan jenis galengan hparatur BCPSOM didaminas] | Apsrsur goleagan 1 poda BKPSEIM

nlwh goiomgan 1, snhingga sangat sodikiz, behkan sadah
Wcara kemampsan dalam mmanghu |abatan fungsonal
menjatanken tiges dan fungel  |tementu, sehingga entuk pekegjam

BEPSOM cubiup bl teinls spoert] bandahara dap
apermtor computer masih
ekurangan personil

L. Berdasarkan jahatan Aqaratui BEF SO0 masrip -

memimpin, melskeanakan dan
mimiyidEui Fenans b e s il
dengan peraturar yaeg berake
wnhinga tugas erselenggars
dengar bak dan sesudi gassnn
piry elab diteagkan

BEPSOM sudah mataksarakan
penyetaraan jabatan Erokiomad
b= ke jabatan lungsional
wens ke e baan yeeg berkaksi
smhimjps lebih benyah aparmur
v T s gk jehatan
fungsicnal

d. 'hrd.l.nrh.ml:lnlht pandidikan Apargtur BCPED8A didomanaal | BRSO mambutubkan operator
olah bebmatan 51 sehingga dar semuae ekl perididikan
mampunyal kemampoan yasg | urtul maEnunjfang pelokaanasn Tigas
tukup btk dalam menjalankan |dan fungsl, Semseniar st ink

tagas can hargsicrga ApaTEir yEng atk elam e menuhi
awenue Wesifilesd gendidilen yang
d=butehban
A Sarama dan Prasarana Sucish tars=dia sarana dan Beeharana sarmnd fas pradarana Thdak
[rEEaTaa WnlEk merim jang Iayak aniuk beroparaional, seperti
laksaniaan tugas dan fungl | kendaraan dinas operasional.

Sumber ; BKPSDM, 2024

Kondisi sumber daya manusia sertn sarana dan prasarana BKPSDM
pada Tahun 2024 dikategorikan cukup baik, namun perlu peningkatan
pada beberapa hal, seperti memberikan kesempatan untuk peningkatan
pendidikan formal bagi aparatur BKPSDM dan memberikan peluang bagi
aparatur yang mempunyai kemauan untuk berkarier di jenjang fungsional.

2.1.3. Kinerja Penyvelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan dengan kinerja pelavanan pemerintah daerah, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan uruisan
pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh
Pemerintah.
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Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu
pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelengarsan urusan wajib dalam kurun wekiu tertentu.
Untuk urusan kepegawaian scbagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor
38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian
vang ditetapkan dalam bentuk SPM vang di atur dalam Peraturan
Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini BKPSDM
Kabupaten Solok belum memiliki standar pelayanan minimal bagi kegiatan
bidang kepegawaian, Meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam
kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar
vang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan
masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak
terhadap optimalisasi kinerjs pelavanan organisasi.

Berikut pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten Solok:

1. Pelayanan Internal

Pelayanan internal yang diselenggarakan Sekretariat BKPSDM bersifat
koordinasi dan fasilitasi seluruh program kegiatan vang dilaksanakan di
BEPSDM, diantaranya:

a. Pelayanan Subbagian Perencanaan dan Keuangan
# Pelayanan penvusunan dokumen RPJMD, Renstra, RKFD, Renja,
Forum PD, RKA, DPA, RDPPA, DPPA, LKIP, LKPJ, LPPD dan Monev.
» Pelayanan gaji dan TPP, pencairan anggaran dan SPJ, laporan
keuangan, CalK, neraca dan LRA.
b. Pelayanan Subbagian Umum dan Kepegawaian
# Pelayanan administrasi surat menyurat (masuk dan keluar};
#» Pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, KPE, Taspen, Konversi NIP, KGB,
Kenaikan Pangkat, SKUMPTK dan pensiun PNS internal BKPSDM;
» Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

2. Pelayanan Elaternal

Pelayanan eksternal BKPSDM dilaksanakan oleh bidang-bidang.
Pelayanan ini mengacu pada tupoksi BKPSDM sebagai unsur pelaksana
urusan kepegawaian di daerah. Pelayanan ini menvangkut seluruh PNS
yvang dimilild Pemerintah Kabupaten Solok.

1. Pelayanan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelayanan jabatan fungsional tertentu.
Pelayanan mutasi dan perpindahan dalam dan luar derah
Pelayanan baperjakat dan pelantikan pejabat
Pelayanan Tugas dan Jjin Belajar
Pelayanan informasi diklat
Pelayanan penyclenggaraan diklat
b. Pelayanan pada Bidang Kepangkatan, Data dan Pengadaan
# Pelayanan kenaikan panghkat pegawal

K7 “
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Pelavanan Penyesuaian ljazah dan Ujian Dinas.
Pelayanan data dan informasi kepegawaian [SIMPEG)
Pelayanan bezeting pegawa
Pelayanan informasi seleksi penerimaan calon ASN.
Pelayananan peningkatan status CPNS menjadi PNS dan sumpah
PNS
¢. Pelayanan pada Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan
Pemberhentian
» Pelayanan penyelesaian kasus-kasus pegawai
¥# Pelayanan SKP online
#» Pelayanan Taspen, Karis, Karsu, Karpeg, Konversi N[P
#» Pelayanan Satya Lancana Karyasatya pegawai;
» Pelayanan cutl pegawal.
# Pelayanan Pensiun

YYVYVYY

Berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode sebelumnya (2021-2026)
vang dapat dillhat pada Tabel 2.7 maka Pencapalan Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Fengembangan Sumber Daya Manusia dari Tahun
2021-2024 dapat digambarkan pada Tabel 2.8. Namun pada periode 5 (lima)
tahun kedepan (2025-2029), indikator kinerja wvang ditetapkan sedikit
berbeda dengan mempertimbanglan hasil evaluasi SAKIP Tabhun 2023 dan
cagcading RPJMD Tehun 2025-2029 dimana indikator yang ditetapkan
dinilai sudah memiliki kriteria SMART dan cukup untuk mengawal kinerja
pada Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Dayva Manusia.

Walaupun demikian indikator baru ini sudah memiliki data realisasi
sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.9, Sedangkan Gambaran mengenai
Anggaran dan Realizasi Pendanaan pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel 2.10 yang
juga memuat rasio antara realisasi dan anggaran dari Tahun 2021-2026.
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Dari perkembangan capaian Indikator Kinerja yang ada pacda
BEKPSDM sesuai dengan tabel 2.8 serta berpedoman kepada Laporan Hasil
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pade Badan kepcgawaian dan
Pengembangan Sumber Daya  Manusia Tahun 2023  Nomor
700.1.2/19/INSP-D/LHE /2024, dapat disimpulkan bahwa tidak semua
indikator kinerja berhasil di capai sehingga perhu dilakukan reviu terhadap
indikator kinerja sehingga memiliki lmalitas indikator kinerja yang
memenuhi kreteria SMART dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal
kinerja, Dan tentu saja hal ini menjadi dasar bagi penetapan indikator
kinerja pada Rencana Strategis BEFSDM Tahun 2025-2029

Adapun hasil analisa terhadap capaian indikator kinerja diatas dapat
diuraikan sebagai berikut:

« Pada Indilkator Kinerja 1.1
o Perkembangan capaian Indikator dapat dilihat pada gambar 2.5
Gambar 2.5 Capaian Indikator 1.1

Capaian Indileater 1.1
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Secara garis besar indikator kinerja tercapai dan melampaui
target kinerja yvang ditetapkan serta memiliki angka yang sangat
dinamis,/ fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh kondisi
pejabat yang memasuki masa pensiun, mutasi, dan kebijakan
politik pada tahun berjalan.

b, Analisa terhadap factor pendukung, factor penghambat dan
usaha perbaikan pada masa yang aken datang dapat diuraikan
sebagai berikut:

Faktor pendukung keberhasilan:

Keberhasilan yang dicapai sangat didukung oleh komitmen
pimpinan untuk melaksanakan proses pengusulan pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator {(JA) dan
Jabatan Pengawas (JP| secara continue sesual dengan
kebutuhan organisasi. Selain itu BKPSDM  berupaya
melaksanakan secara konsisten sistem merit dalam pemenuhan
indikator kinerja Persentase Persentase formasi jabatan
pimpinan tinggi, administrator dan pengawas vang terisi sesuai
ANJAB dan ABK

Alternatif Solusi yang sudah dilakukan:

Melaksanakan pelantikan jabatan pimpinan tinggi, administrasi
dan fungsional sesuai kompetensi jabatan
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Rencana Tindak Lanjut Peningkatan/ Perbatkan:

Menambah kuota diklat struktural setiap tahunnya untuk
meningkatkan kapasitas pemangku jabatan struktural di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Selok.

Mengupdate peta jabatan secara realtime dan continue saat
terjadi PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun, Pemberhentian
karena permintaan sendiri maupun karena hukuman disiplin,
yang mutasi ke hiar, atau sebab lainnya yang mengakibatkan
perubahan organisasi,

Mengusahakan memperkecil jumlah jabatan yang kosong
sehinga pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Solok bisa
didukung oleh Sumber Daya Manusia yang maksimal.

Pada Indikator Kinerja 1.2
a. Perkembangan capaian Indikator dapat dilihat pada gambar 2.6

Gambar 2.6 Capaian Indikator 1.2
Capaian Indikator 1.2
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Secara garis besar indikator kinerja tidak pernah tercapai,
dalam evaluasi indikator memang pada tahun berjalan terdapat
formula indikator yang di nilai kurang tepat schingga upaysa
perbaikan yang dilakukan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap pencapaian indikator kinerja

. Analisa terhadap factor pendukung, factor penghambat dan

usgha perbaikan pada masa yang akan datang dapat diuraikan
sebagai berilout:

Faktor penghambat,/ penyebab kegagalar:

Belum meratanyas penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN
di setiap OPD |ada OPD yang melakukan pembiaran ada OFD
yvang menegakkan sesual aturan) sehingga penangan kasus
disiplin sangat bersifat fluktuatif.

Pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang disiplin PNS dan Peraturan BEN Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksana terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS belum
maksimal.

Alternatif Solusi yang sudah dilakukan:
Menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin sesuai aturan yang
berlaku

Rencana Tindak Lanjut Peningkatan,/ Perbaikan:
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Mengadakan sosialisasi baik secara daring maupun laring
kepada seluruh ASN di Lingkungan pemerintah kabupaten solok
sehingga tercapai pemahaman maksimal terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS dan
Peraturan BKN Nomor & Taehun 2022 tentang Peraturan
Pelaksana terhadap Peraturan Pemerintah Nemor 94 Tahun
2021 tentang disiplin PNS.

Mengupdate peta jahatan secara realtime dan continue saat
terjadi PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun, Pemberhentian
krna permintaan sendiri maupun karena hukuman disiplin,
yvang mutasi ke luar, atau sebab lainnya yang mengakibatkan
perubahan organisasi,

Melakukan pembinaan intensif terkait disiplin ASN di seluruh
SKPD yang ada dan melakukan evaluasi terhadap pembinaan
tersebut.

Melakukan update Perbub Keode etik sesuai Core Value ASN
BERAKHLAK

* Pada Indikator Kinerja 1.3

—

Perkembangan capaian Indikator dapat dilihat pada gambar 2.7
Gambar 2.7 Capaian Indikator 1.3
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Secara garis besar indikator kinerja tercapai, walaupun
pergerakan angka capalan yang dinamis sangat tergantung
kepada kepatuhan ASN di Linghungan Pemerintah Kabupaten
Solok untuk melakukan update data secara mandiri dan tentu
saja sejauh mana monitoring dan evaluasi dilakukan oleh
BKPSDM terhadap keakuratan data ASN di daerah Kabupaten
Solok

. Analiss terhadap factor pendulung, factor penghambat dan

usaha perbaikan pada masa yvang akan datang dapat diuraikan
sebagai berikut:
Faktor pendukung keberhasilan:
Melakukan Validasi Data SIMPEG secara berkalas dengan
seluruh OPD yvang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Solok.
Mengupayakan koordinasi internal terkait kegiatan untuk
menurunkan jumlah disparitas data ASN yang ada dalam SI-
ASN.
Alternatif Solusi yang sudah dilakukan: _
Melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala sesuai
aturan vang berlaku pada aplikasi SIMPEG dan Si-ASN
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Rencana Tindak Rencana Tindak Lanfut Peningkatan/ Perbaikan:
Memaksimalkan proses rekonsiliasi data dengan seluruh SKPD,
UPT, puskesmas dan sekolah yang ada di Kabupaten Solok..
Mengupayakan pemberian reward dan punishment bagi SKPD
VAENE up o date secara realtime data Kepegawaiannya.
Memaksimalkan proses sinkronisasi SIMPEG ke SIASN
Memasksimalkan proses penyelesaian disparitas data pada
aplikasi SI ASN

¢ Pada Indikator Kinerja 1.4
a. Perkembangan capaian Indikator dapat dilihat pada gambar 2.8
Gambar 2.8 Capatan Indikator 1.4
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Secara gorie besar indikator kinerja di dua tahun teralhir
tercapal, hal tersebutl mengambarkan komitmen pimpinan
untuk mempertahan kan dan meningkatkan tingkat kepuasan
ASN yang datang berurusan ke BEFSDM Kabupaten Solok

b. Analisa terhadap factor pendukung, factor penghambat dan
usaha perbaikan pada masa vang akan datang dapat diuraikan
sebagai berikut:
Faktor pendukung keberhasilarn:
Fasilitas sarana prasarana pelayanan yang memadai, BKPSDM
sepanjang Tahun 2024 berupaya meningkatkan sarana Front
Office yang representatil.
Meningkatkan secara internal kualitas Aparatur Pelayanan
Kepegawaian di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Solok.
Melkanisme pelayanan yang tidak mmit dan penanganan
pengaduan yang cultup responsif, bisa dilakukan juga melahi
WAG Kepegawaian yang disediakan oleh BKPSDM Kabupaten
Solok.
Seluruh layanan gratis tidak di pungut biaya

Alternatif Solusi yang sudah dilakukan:
Melakukan pengukuran Nilai SEM Tahun 2024

Rencana Tindak Lanjut Peringkatan,/ Perbaikan:

Melakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana semakin
baik lagi di tahun mendatang.

Mengupayakan agar setahap demi setahap seluruh proses
pelayanan yang sada di BKPSDM dilaksanakan secara digital
melalui aplikasi SIMPEG sehingga bisa memberi kemudahan




lavanan bagi seluruh PNS vang ada di Kabupaten Solok di
manapun mereka berada.
Memberikan pembekalan secara continue bagi seluruh Pegawai
di Lingkungan BEKPSDM untuk bisa memberikan pelayanan
prima bagl pegawal yvang dalang berurusan
 Pada Indikator Kinerja 2.1
n. Perkembangan capaian Indikator dapat dilihat pada gambar 2.9
Gambar 2.9 Capaian Indikator 2.1
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Secara garie besar indikator kinerja di satu tabun terakhir
mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun belum
berhasil mencapai target indikator namun keseriusan dalam
peningkatan [P ASN dimensi kompetensi benar-benar terlihat
mealalui usaha update data kompetensi pada aplikasi SI-ASN.

b. Analisa terhadap factor pendukung, factor penghambat dan
usaha perbaikan pada masa yang akan datang dapat diuraikan
sebagai beriloat:

Faktor penghambat) penyebab kegagalan:

TerbatASNya kuota Pelaksanasn Diklat Struktural setiap
tahunnys.

Kurang nya update data sertifikat diklat pada aplikasi SIMPEG
oleh seluruh pejabat structural dan pejabat fungsional schingga
hanya PNS yang melaknukan update data saja yang bisa kita
masukkan dalam perhitungan indikator kinerja.

Terbatas nyva informasi pelaksanaan diklat structural dan diklat
fungsional bagi pejabat structural dan pejabat fungsional yang
ada di kabupaten solok.

Alternatif Solusi yang sudah dilokukan:
Melaksanakan diklat fungsional pola fasilitasi dan diklat
struktural pola konstribusi

Renrana Tindak Lanjut Peningkatan/ Perbaikan:
Mengupayakan penambahan kuota pelaksanaan diklat
structural setiap tahunnya melalui koordinasi dengan Lembaga
penyelenggara diklat yang ada.

Memaksimalkan aplikasi SIMPEG yang tersinkronisasi dengan
SIASN untuk updale data diklat structural dan diklat fungsional
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bagi seluruh pejabat structural dan pejabat fungsional melalui
operator SIMPEG yang ada di seluruh SKPD.,

Memfasilitasi penyebarluasan mmformasi melaul WAG atau pun
medsos dan website terkait diklat structural dan diklat
fungsional dengan bekerja sama dengan stakeholders terutama
diklat yang diadakan secara daring dan gratis sehingga semakin
banvak pejabat structural dan pejabat fungsional yang
mengikuti diklat

* Pada Indikator Kinerja 3.1

i

et

Perkembangan capaian Indikator dapat dilihat pada gambar
2.10
Cambar 2.10 Capaian Indikator 3.1
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Secara garis besar indikator kinerja ini mengalami penurunan
setiap tahunnya dan belum pernah mencapai target kinerja
vang ditetapkan. Hal ini menegaskan periu dilakukan evaluasi
terhadap penetapan target dan keseriusan OPD untuk
mempedomani  hasil evalussi SAKIP yang dilaksanakan
Inspektorat untuk mengadakan perbaikan setiap tahunnya dan
tentu saja perlu adanya Upaya intensif untuk peningkatan
kapasitas SDM Perencana sehingga betul-betul memahami
bagaimana cara melaksanakan Perencanaan  Kinerja,
Penpukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pelaksanaan
Evaluasi Internal Kinerja OPD sesuai aturan yang berlalou.
Analisa terhadap factor pendukung, factor penghambat dan
usaha perbaikan pada masa yang akan datang dapat diuraikan
sebagai berikut:

Faktor penghambat/ penyebab kegagalan:

Adanya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomer 88 Tahun 2021 tentang pedoman
evaluasi atas implementasi SAKIP sehingga ada perubahan
mendasar dalam komponen/ sub komponen/ kriteria evaluasi.
Belum maksimaliya pemahaman terhadap bagaimana
pemenuhan kriteria pada setiap komponen/ sub komponen
penilaian SAKIP oleh Perangkat Daerah sehingga diperlukan
asistensi step by step untuk pemenuhan dokumen sakip yang
benar,

Alternatif Solusi yang sudah dilakukan.
Melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi SAKIP tahun 2023
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Rencana Tindak Lanjut Peningkatan,/ Perbaikan;

Memaksimal kan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 dengan
mempedomani komponen/ sub komponen/ kriteria evaluasi
schingge bisa di lihat pada peoint mana perbaikan akan
dilakukan di tahun berikutnya,.

Perlu adanya persamaan persepsi antara Pimpinan, Bidang
Pelaksana Kegiatan, Aparatur Perencana sehingga ada sinergitas
semua unsur dalam menerjemahkan visi dan misi pimpinan
sesual tupoksi yang diemban, penetapan indikator kinerja,
proses pengukuran indikator kinerja, pelaporan kinerja hingga
akhirnya evaluasi internal terhadap kinerja dilakukan sehingga
terdapat sinkronisasi di setiap tahapan yang ada dan mampu
mencapai sasaran strategis OPD yang sudah ditetapkan pada
awal tahun perencanaan,

Sesuai dengan Lapeoran Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
pada Badan kepegawaian dan Pengembangan SBumber Daya Manusia Tahun
2023 Nomor 700.1.2/19/INSP-D/LHE/2024 bahwa terdapat beberapa
indikator vang kurang SMART dan dinilai belum memenuhi unsur cukup
dalam mengawal kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia. Maka setelah melalui proses asistensi oleh Badan
Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Kabupaten solok serta dislousi
tcknis melibatkan seluruh Bidang yang ada di BKPSDM maka telah
dirumuskan Indikator Kinerja Utama vang sebenarnya realisasinya sudah
ada selama periode lima tahun yang lalu sebagaimana dirumuskan pada
Tabel 2.9

Tabel 2.9
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama BKPSDM Tahun 2025-2029
Dar tahun 2021 s.d 2024

1 indeky Profesanalites ATH ﬁ,un-lmma-mmhmm

3 indeks  Keguadsan  Aporsus  Terhadip  Pelayanan
Leaeguwaiand BEPSM

a I WA A T .. ... 1 -!......."l 1
5 Hie AXP BEPSIM Nils : 17,60 | Tardupat pads Ramyiy A Th R
[0

Dari kelima indikator pada tabel 2.10 diatas ada 3 (tiga) indikator
bara vang dapat diuraikan sebagai berikut:
I. Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 dimensi yaitu Dimensi
Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin.
Berdasarkan Surat BKN Nomeor 0717/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2024
tentang Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi
di Wilayah Kerja Kantor Regional XIl BKN maka dapat kita lihat posisi
[P ASN Pemerintah Kabupaten Solok diantara 19 (semblan belas)

i




Kabupaten,/ Kota di Sumatera barat berada pada urutan ke-17 (tujuh

belag). Dimana IP ASN — PPPK lebih rendah dari IP ASN - PNS,

a. Perkembangan capaian Indikator dapat dilihat pada gambar 2.11
Gambar 2.11. Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN
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Secara garis besar Indikator Kinerja inl mengalami kenaikan yang
pesat pada tahun 2024 yang menunjukkan keseriusan Pemerintah
Kabupaten Solok melalui BKPSDM untuk mewujudkan ASN yang
Profesional setiap tahunnya. Namun memang jika dibandingkan
denpan Kabupaten/ Kota lainnya di Sumatera Barat Pemerintah
Kabupaten Solok masih memiliki banyak PR untuk meningkatkan
peringkat [P ASN nya.

b. Analisa terhadap factor pendukung, factor penghambat dan usaha
perbaikan pada masa yang akan datang dapat diuraikan sebagal
berikut:

Faktor penghambat/ penyebab kegagalan:

- TerbatASNya anggaran dan Fasilitas yang dimiliki oleh BKPSDM
Kabupaten Solok untuk mengikuti kegiatan pengembangan
kompetensi dengan minimal 20 JP per tahun dan kekurangan
fagilitas penunjang.

- Masih kurangnya motivasi Pegawai untuk mengikuti
Pengembangan Kompetensi. Terbentuknya pola pikir di
kalangan pegawai bahwa kegiatan pengembangan kompetensi
sebaiknya diberikan kepada pegawai yang lebih muda karena
dianggap memiliki banyak kesempatan untuk berkarir,

- Masih kurangnya jabatan yang memiliki deskripsi kebutuhan
pengeinbangan Kompetensi.

- Kurangnya perhatian perangkat daerah terhadap Pengelolaan
Kinerja Per Individu Pegawai untuk mencapai Kinerja Organisasi
Banyaknya Pegawai vang belum membuat laporan penilaian
kinerja (SKF)

Alternatif Solusi yang sudah dilakukan
- Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan
dan Pelatihan baik itu diklat manajerial, diklat teknis, maupun
diklat fungsional.

P

i



.

- Memfasilitasi proses penerbitan [jin Tugas Belajar sesuai aturan
yvang berlaku

- Melaksanakan coaching Clinic Penyusunan SKP bagi PNS yang
meminta layanan Coaching

- Memproses Pencantuman Gelar sesual ketentuan yang berlaku

- Memproses Pelanggaran Disiplin yang dilaporkan ke BKPSDM

Rencana Tindak Lanjut Peningkatan/ Perbatkan

- Mengirim ASN untuk mengikuti Diklat PIM, Fungsional dan
Diklat Teknis.

- Melaksanakan Diklat Teknis, Bimtek Seminar, Workshop bagi
ASN. Mendorong ASN untuk mengikuti Diklat yang
dizselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat secara

- Menghimpun data ASN yang telah mengikuti Diklat, Worshop
dan Seminar.

- Mendorong ASN untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang
lebih tinggi.

- Pemberian beasiswa S3 dan 52 dari pihak ketiga bagi ASN.

- Mensosialisasikan dan mendorong ASN untuk menggunakan
platform belajar mandiri LM3 LAN-RI untuk melakukan
peningkatan kompetens| secara mandiri.

- Melakukan bimtek dan sosialisasi pengelolaan kinerja

- Memberikan akses kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk
memantau Pengelola Kinerja melalui Aplikasi

- Memberikan pembinean kedisiplinan dan terhadap pegawai
yang tidak disiplin

Indeks Sistem Merit

Pemerintah Kabupaten Sclok pernah menerima Penghargaan
berupa Anugerah Meritokrasi tahun 2023 dengan kategori baik dalam
penerapan Sistem Merit dan kualitas Pengisian Jabatan Tinggi Pratama
dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diserahkan cleh Ketua
Komisi ASN Prof. Agus Pramusinto bertempat Kraton Grand Ballroom
Yokyakarta Marriott Hotel, Kamis 7 Desember 2023. Penilaian yang
dilakukan oleh KASN berdasarkan pada pertimbangan capaian 8 aspek
Penerapan Sistem Merit vaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan,
pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja,
penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta
vang terakhir sistem informasi

Gambar 2.12
Anugerah Meritokrasi Award Tahun 2023
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Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentnag Aparatur Sipil Negara telah diterbit Peraturan Presiden Nomor
91 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayaginaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, maka guna menjamin
kesinambungan pengawasan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah
maka diterbitkan Surat Edaran MenpanRB Nomor 4 Tahun 2024
tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sisterm merit Dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara. Oleh karena masa peralihan tersebut
maka pemerintah Kabupaten Solok tidak dinilai pada tahun 2024

a. Perkembangan capaian Indikator dapat dilihat pada gambar 2.13
Gambar 2.13, Perkembangn Indeks Sistem Merit
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Perkembangan Indikator ini walaupun baru mulai di nilai tahun
2022 namun dengan adanya keseriusan pemerintah daerah melalui
memenuhi dokumen pemenilai mandiri melalui aplikasi sipinter di
tahun 2023, Di Tahun 2024 Indeks Sistem Merit tidak dinilai karena
masi menungeu petunduk teknis dari BKN mengenai evaluasi sistem
merit pasca dilaksanakannya Undang-Undang No 20 Tahun 2023.

b. Analisa terhadap factor pendukung, factor penghambat dan usaha
perbaikan pada masa vang akan datang dapat diuraikan scbagai
berikut:

Faktor penghambat/ penyebab kegagalan:
Penyusunan Kebijakan di level pemintah daerah masih kurang
optimal karena harus melalui proses harmonisasi sesuail
peraturan terbaru

o




3.

- Proses pemenuhan bukti dukung belum optimal ([dokumentasi

- Mazih kentalnya pengaruh politik  dalam pengelolaan
manajemen ASN

-  Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan assessment bagi seluruh pejabat structural

- Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan manajemen talenta/ Talent Pool

- Belum optimalnya penyusunan Human Capital Development
Plan [HCDPF}] yang memuat pemetaan pengembangan
kompetensi Jabatan Fungsional yang ada di Pemerintah
Daerah

Alternatif Solusi yang sudah dilakukan
-  Melaksanakan pemenuhan bukti dukung pada aplikasi
sipenter.
-  Konsultasi intensif dengan KASN terkait pemenuhan bukti
dukung Indeks Sistem Merit
-  Melaksanakan pengisian JPT melaui Seleksi Tebuka

Rencana Tindak Lanjut Peningkatan,/ Perbaikan

- Menunggu Petunjuk Teknis palaksanaan Sistem merit dari
BKN baru kemudian mempelajari, mendiskusikan dan
mengkonsultasikan secara Intensif dengan BKN terkait
Palaksanaan Sistem Merit di masa yang akan datang,

- Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi KASN
vang diberikkan Tahun 2023 agar bisa memperbaiki Nilai Indeks
Sistem Merit di masa yang akan datang antara lain meliputi
Pelaksanaan  Assesment bagi Jabatan Administrator,
Penyusunan HCDP, Pelaksanaan manajemen Talenta seria
rekomendasi lainnya sesual Keputusan Komisi Aparatur Sipil
Negara Nomor 154/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan
Kategori, penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok

[P ASN Dimensi Kompetensi
Dimensi Kmpetensi mengukur kemampuan individu ASN dalam
menjalankan tugas jabatan berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja, penilaiannya mencaloap:

- Kualifikasi Pendidikan

- Pelatihan dan pengembangan kompetensi (diklat teknis,

manajerian, fungsional)

- Kesesuaian antara kompetensi dan jabatan

-  Sertifikasi kompetensi jika ada
Indeks ini berbeda dari SKP. SKP menilai kinerja sedangkan dimensi
kompetensi menilai kapasitas individu.
Kompetensi sesuai standar ditentukan oleh instansi Pembina atau
kebijakan masing-masing instansi (misalnya ASN sudah memiliki
pendidikan vang relevan + pelatihan + uji kompetensi)
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a.

Perkembangan capaian Indikator dapat dilihat pada gambar 2.14

Gambar 2.14. Perlkkembangan [P ASN Dimensi Kompetensi
IP ASN Dimensi Kompetensi
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Annlisa terhadap factor pendukung, factor penghambat dan usaha
perbaikan pada masa yang akan datang dapat diursikan sebagai
berikut:

Falkctor penghambat/ penyebab kegagalan.

=

Belum tinggi nya kesadaran ASN untuk mengupdate data
pengembangan kompetensinya ke dalam SL-ASN

Tidak seluruh data tertarik ke SI-ASN disaat terjadi migrasi
data dari SAPK ke S[-ASN

Belum Optimalnya pengawsan dari BKPSDM mengenai proses
update data kompetensi pada SI-ASN

Masih ada data Pencantuman Gelar yang belum update ke SI-
ASN

TerbatASNya kuota pelaksanaan pengembangan kompetensi
ASN

..-'HEE.mEHf Solusi yang sudah dilakukan

Melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan
dan Pelatihan baik itu diklat manajerial, diklat teknis, maupun
diklat fungsional.

Memifasilitasi proses penerbitan [jin Tugas Belajar sesual aturan
vang berlaku

Memproses Pencantuman Gelar sesuai ketentuan yang beriaku

Rencana Tindak Lanjut Peningkatar/ Perbaikan

Mengirim ASN untuk mengilkuti Diklat PIM, Fungsional dan
Diklat Teknis.

Melaksanakan Diklat Teknis, Bimiek Seminar, Workshop bagi
ASN.c. Mendorong ASN untuk mengikuti Diklat yang

dJaelenggEIﬂkfm oleh Lembaga Penyelenggara Diklat secara

Menghunpun data ASN yang telah mengikuti Diklat, Warshop
dan Seminar.

Mendorong ASN untuk melanjuikan pendidikan kejenjang yang
lebih tinggi.

Pemberian beasiswa 53 dan 82 dari pihak ketiga bagi ASN.
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Mensosialisasikan dan mendorong ASN untuk menggunakan
platform belajar mandiri LMS LAN-RI untuk melakukan
peningkatan kompetensi secara mandiri

13
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Dari tabel 2.10 dapat kita lihat perkembangan anggaran dan
realisasi anggaran dari tahun 2021-2024 sesuai gambar 2.15 berikut:

Gambar 2.15 Membangdingkan Anggaran dan Realizasi Anggaran tehun

2021-2024
Membandingkan Anggaran dan Realisasi Anggaran
0,000,000,000 Tahun 2021-2024
A R0, O0HD, BCrD) BEBH2 271,971
{0 R0, OO0, DD
AL.499, 323, 753 SLE 85
B0, D), DR, DO

20,059, 855,286 15,652 818,516
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Sedangkan Raslo Realisasi terhadap anggaran yang ada di
BKPSDM Kabupaten Solok dapat digambarkan pada gambar 2.16

CGambar 2.16 Rasio Realisasi terhadap Anggaran
Rasio Realisasi terhadap Anggaran
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Sebelum kita Tarik Kesimpulan dari gambar 2.11 dan 2.12 perlu
kita garis bawahi bahwa struktur anggaran yang ada di BKPSDM paling
besar dipengaruhi oleh sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
Dimana hal ini sangat dipengaruhi oleh jumiah pengadaan CASN meliputi
CPNS dan CPPPK pada tahun berjalan yang alokasi penganggaran
gajinya berada di BKPSDM, Semskin banyak formasi CASN yang
dilaksanakan maka semakin besar pula alokasi anggaran Gaji dan
Tunjangan ASN yang dianggarkan. Sedangkan realisasi pengadaan CASN
sangat dipengaruhi kebijakan pusat dan daerah Kabupaten Solok sendiri.
Jika pemerintah pusat berwenang penuh terhadap penetapan kebijakan
dan mekanisme pengadaan (termasuk jadwal pengadaan mulai dari
proses selesi hingga penetapan NIF) maka pemerintah daerah
berdasarkan kemampuan daerah berwenang penuh untuk melaksanakan
atau menunda proses pengadaan sesuai kondisi internal daerah.

Oleh karena itu dapat kita lihat pada dua tahun terakhir rasio
realisasi anggaran terhadap anggaran yang ada mengalami penurunan
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disebabkan realisasi pembayaran Gaji PPPK tidak terlaksana di tahun
berjalan, Hal ini dikarenakan regulasi pengadaan PPPK yang berbeda
dengan CPNS dan aturan penggajian yang juga berbeda, sehingga banyak
pertimbangan bagi dacrah untuk menuntaskan proses pengadaan PPPK
sesual aturan yang berlaku.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan (Sasaran PD)

Adapun sasaran layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada
di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok yang terdiri darl Pegawad
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
Disamping melayani seluruh urusan kepegawaian ASN secara langsung
sebagal perpanjangan tangan BKPSDM di masing-masing Perangkat Daerah
maka Kasubag Umum dan Kepegawaian atau Analis SDM Aparatur dapat
mengurus seluruh urusan kepegawaian yang berada di lingkup Organisasi
Perangkat Dacrahnya masing-masing.

Untuk mengetahui jumlah ASN yang ada di Pemerintahan Kabpaten
Solok sesuai dengan Buku Statistik ASN Kabupaten Soclok Tahun 2024
dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11. Data ASN di Lingkungan Kabupaten Solok per 31 Desember

Aparatur Sipil Megara |ASN) |  ass] 16 3804
1 Pengoveat Neged sipil (PNS] 1404 mm0|  asse| 11 w0 e
Fungsional Fertenty ) 22| 015 " 265 30|
s TGt 5t9 TE I
b__FT Tenags Kesshatan -E_ K] [T
¢ BFT Tehois [Seiain Tenaga Guru dan Kesehatan) 1% 108 a03
P — s 515 He w7 06 511
Srutural FE 2 e HF i g 1]
#  Eselon i {jabata Pimpinan Tieggi) a2 7 =) L] 2 I
| |v  Eseionin (Jabtan Administrator) 103 &) | 95 as| 144
| |c_Eseion v iahatan Pengawas) 107 w| 0| 7% 4| 143
d EsslonV 0 ol 8l o [ 0
2| Pegawal Pemerintoh dengan Perfanfian Kerfa (PPPE] ] [ o] s O
PPPK Guru 165 o 545|
PRFK Thnaga Kesenatan g| 0 il
PRPK Peryiluh Pertanian 10 u% HI

Sumber data: Buku Statistik ASN Kabupaten Solok Tahun 2024
2.1.5. Mitra PD Dalam Pemberian Pelayanan
Adapun mitra PD dalam pemberian layanan manajemen ASN adalah

selurub unit organisasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Solok yang
terdiri dari 27 Organisasi Perangkat Dacrah dan 14 Kecamatan dibawah
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koordinasi masing-masing Kasubag Umum dan Kepegawaian atau Analis
SDM aparatur yang adsa. Disamping itu dibawah jajaran Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga terdapat scbanyak 5 Taman Kanak-Kanak Negeri,
344 Sekolah Dasar dan 68 Sckolah Menengah Pertama. Sedangkan dibawah
jajaran Dinas Kesehatan terdapat 19 Puskesmas dibawah koordinasi
masing-masing Operator yang sudah ditunjuk oleh pimpinan masing-
masing. Semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada menggunakan
aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk pelayanan
Kepepawaian, Aplikasi e-Kinerja, aplikasi SERASI dan ASN Digital -SI ASN,
Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dava Manusia
adalah melakukan validasi data, memberikan coaching clinic penggunaan
aplikasi dan penyelesaian permasalahan data kepegawaian yang ada pada
aplikasi dengan target utama melakukan update data secara kontinu dan
valid sehingga data kepegawsian yang terzedia handal untuk proses
pengambilan keputusan di Bidang Kepegawaian.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Dalam menjalanken tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak memiliki dukungan BUMD
dalam pencapaian kinerja nya.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD

Sesuai dengan dengan wurusan yang dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu urusan
Kepegawaian dan Urusan Pendidikan dan Pelatihan maka Kerjasama daerah
vang menjadi tanggung jawab perangkat daerah meliputi:

a.  Kerjasama terkait pelaksansan diklat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok berupa Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Diklat
terakreditasi seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sumatera Barat dan Pusat Pengembangan Sumber Daya
Manusia Regional Bukittinggi,

b. Kerjasama terkait Pelaksanaan Penilaian Kompetensi manajerial dan
Sosio Kultural pada Secleksi Terbukan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di
Lingkungan Pemerintalh Kabupaten Solok dengan Lembage Penilai
Kompetensi dengan Akreditasi A seperti UPT Penilaian Kompetensi
Provinsi Riau.

¢. Kerjasama terkait Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Pejabat Eselon 11,
IV maupu Pelaksana dengan Lembaga Lembagn Penilai Kompetensi
terakreditasi A scsual wewenang nya seperti UPT BKN Padang dan UIN
batusangkar.

d. Kerjasama lain di masa depan yang harus dilakeanakan dalam
meningkatkan Kuoalitas Pengelolaan Manajemen ASN di Lingkungan
Pemerintah kabupaten Solok.
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2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.2.1_Pemasalahan pelayanan perangkat daerah
Berpedoman kepada permasalahan wang terdapat dalam RPMD
Pemerintahan kabupaten Sclok Tahun 2025-2029 pada Tata Kelola
Pemerintahan adalah sebagai berikut:
Masalah Pokok : Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Masalah ; Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah
Daerah,
Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pengelolaan
Manajemen ASN maka akar masalah yang dikemukakan adalah sebagai
berikut:
a. Belum optimalnya sistem merit
b. Masih belum optimalnya pemerataan SDM Penvelenggara Pemerintah
sesual kebutuhan dan kompetensi
¢. Belum optimalnya kebijakan pengembangan SDM.

Sasaran reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi
yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi
vang memiliki pelayanan publik berkualitas. Pelaksanaan reformasi
birokrasi dalam aspek sumber dayas manusia aparatur dimulai dar
perencanaan kebutuhan pegawal, perbaikan sistem rekruitmen pegawal,
pelaksanasan seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, peningkatan
sistem aplikasl manajemen kepegawalan, pengukuran kompetensi pegawail
dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal Negerl Sipil yvang
meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan
Jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian
kinerja; pcnggnjl.ﬂ.n dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian;
jaminan pensiun dan jaminan hari tua; serte perlindungan.
Perjalanan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam aspek sumber daya
manusia masih menyisakan permasalahan-permasalahan dalam birokrasi
pemerintah, Permasalahan strategis vang teridentifikasi adalah sebagai
berikut:
a2 Belum terpenuhinya kebutuhan aparatur dari segi jumlah dan
komposisi.
Pemenuhan  kebutuhan pegawal  menjadi  pendukung  dalam
melaksanakan tugas dan fungsi suatu lembaga. Perlu kecukupan dalam
hal kuantitas dan kualitas. Pada masa mendatang perlu dipersiapkan
pemenuhan dan alih generasi atas pegawai maupun pejabat yang akan
memasuli masa pensiun agar tidak tejadi keguncangan dalam estafet
ketugasan.

b. Kompetensi pegawai masih perlu ditingkatkan.
Kompetengi pegawai menjadi hal yang krusial dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan pemerintah. Pegawai vang memiliki
kompetensi tingei diharapkan mampu memiliki unjuk kerja yang
optimal, memiliki kecakapan yang memadai, inovatif memiliki
keunggulan di bidangnya dan mampu berdaya saing,

¢, Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetenasi
dan mutasi jabatan dengan prinsip The Right Man on The Right Job
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melalui  optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan
pendekatan assessment center.

Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok dengan instansi-instansi terkait,

Integritas PNS masih rendah

Integritas Pegawai Negeri Sipil antara lain meliputi kedisiplinan,
kepatnhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan
terhadap kode etik Pegawni Negeri Sipil.

Kualitas pelayanan publik masih rendah

Dewasa ini ditenggarai masih rendahnya kepercayaan dan kepuasan
publik terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Hal
ini menjadi tantangan bagi aparat untuk berbenah din untuk
meningkatkan mutu pelayvanan publik

2.2.2.1su Stragegis

Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima)

tahun, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dan
perlu dicari solusinya, vaitu:

1.

Belum optimalnya penerapan sistern merit dalam  pengelolaan
manajemen ASN sesuai peraturan menteri pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi nomor 40 tahun 2018 tentang
pedoman sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.
Sistern merit didefinisikan sebagail kebijakan dan manajemen ASN
vang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang
diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sistem
merit meliputi 8 aspek yailu perencanaan kebutuhan ASN,
pengadaan ASN, pengembangan karir, promosi dan mutasi,
manajemen kinerja, penggajisn penghargaan dan  disipling
perlindungan dan pelayanan, sistemn informasi.

Belum optimalnyva pengembangan kompetensi ASN  melalai
pendidikan dan pelatihan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang ASN, pengembangan kompetensi ASN adalah
kewajiban terus-menerus untuk menjaga relevansi dan meningkatkan
kinerja, dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan
workshop dengan target minimal 20 jam pelajaran per tahun (untuk
PNS) atau 24 jam (untuk FPFPEK], serta menjadi dasar pengembangan
karier dan penilalan kinerja, dengan fokus pada nilai dasar
BerAKHLAK untuk mewujudken pelayvanan publik berkualitas.
Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar
kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi. Standar kompetensi
jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki
seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Penempatan
ASN sesuai dengan standard kompetensi jabatan merupakan salah
satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, akuntabel
bersih dan berwibawa menuju good governance. Permasalahan ini
hendaknya menjadi salah satu perhatian Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT] atau sckarang dikenal
dengan Tim Penilai Kinerja (TPK).




4, Belum optimalnya penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap ASN

yang melanggar peraturan disiplin, Sudah menjadi rahasia umum
bahwa disiplin aparatur masih lemah. Hal ini kemungkinan
disebabkan oleh belum diterapkan peraturan disiplin di setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku.
Disiplin yang lemah menyebabkan hasil kinerja dan pelayanan yang
seharusnya diberikan oleh seorang eparatur tidak akan maksimal.
Hal ini akan menyebablcan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
dan melayani tidak tercapai scbagaimana yang diharapkan.

. Belum optimalnya penanganan disparitas data untuk mewujudkan

data kepegawaian yang akurat dan terkini. Data pegawai yang lengkap
dan up to date merupakan instrumen vang sangat penting dalam
PENyUSUNAN program perencanaan, peningkatan kapasitas serta
pembinaan dan pengembangan lkarir sumber daya aparatur.
Perencanaan yang dilakukan tanpa dultungan data yang lengkap dan
akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang
disusun dengan kebutuhan pegawal. Untuk it keberadaan sistem
informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan

. Modernisasi sistem pelayanan kepegawaian secara digital yang

berbasis pada pemanfaatan perkembagan teknologi informasi yang
tepat guna. Proses digitalisasi layanan memberikan kemudahan dan
kecepatan dalam memperoleh pelavanan di bidang administrasi
kepegawaian sehingga bisa meningkatkan efisiensi proses dalam
pengambilan keputusan, mengurangi beban kerja manual yang rentan
kesalahan, mempercepat alur kerja, memudahkan akses data pegawai
secara terpusat dan realtime, memungkinkan alokasi sumber daya
manusia ke tugas strategis, meningkatkan pelayanan publik secara
keseluruhan, dan memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan
manajemen ASN.

. Penataan tenaga non ASN atsu tenaga honorer untuk memenuhi

pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparstur
Sipil Negara. Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia
MNomorB /5003 /M. SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang
Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN serta surat Menteri Dalam
Negeri Nomor:900.1.1/227/8J perihal Penganggaran Gaji Bagi
Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Wakiu
serta Dasar Pernutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

Pada tabel 2,12 dapat kami gambar kan Teknik menyimpulkan isu
atrategia sesuai Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025,
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BAB IN
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Renstra
PD didasarken pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
[RPIJMD) Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang mengacu kepada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD) Kabupaten Sclok
tahun 2025-2045. Di dalam RPJMD tertuang visi, visi, tujuan dan sasaran
program Kepala Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan
Pembangunan selama periode lima tahun. Ada pun Visi pemerintah
Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah;

“Terwujudnya Pemerintah yang melayani menuju masyarakat yang
Madani nan Sejahtera”™

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BEKPSDM Kabupaten Solok
mengemban misi ke 1 ([satu), yaitu Mewujudkan Smart Governmeni dan
Berintegritas dalam Melayani, Tujuan, Sasaran dan Indikator misi 1 dapat
dilihat pada tabel 3.1

Dalam Menyusun Renstra PD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomeor 2 tahun 2025 maka kita mempedomani Konsep Renstra PD sesuai
Gambar 3.1 dan Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan
Renstra FD sesuai dengan gambar 3.2

CGambar 3.1
Konsep Renstra PD
SASARAN ARAH KEBLIAKAN ISUSTRATEGIS
RPIMD NSPK RPIMID J Masalah
o lrgiungan dinamig
/r‘. %, | Sftewms
N pos—
. o Rarghoden iega
ARAH Tog TR Ekan
TWUAN —— KEBIJAKAN seomicnslingm
_ WP
Lot
e
J Tahapaen
Cem g il

OUTCOME == QUTPUT +eeeeee - :




Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD
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Untuk menentukan Tujusn dan Sasaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025-2029 maka Tim
Penyusun renstra BKPSDM menggunbakan tabel 3.1 yang memuat Telnik
mernumuskan Tujuan dan sasaran Renstra PD
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Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian
dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam jangka waktu 1
(satu)} sampai 5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran,
kebijakan dan program. Penetapan tujuan strategis diharapkan dapat
menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa vang harus
dilaksanakan oleh segenap jajaran organisasi Badan Kepegawaian dan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dengan mempertimbangkan
segenap sumber daya yang dimiliki.

Berpedoman kepadsa [nstruksi Mentri Nomor 2 Tahun 2025 maka
Tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Solok Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut ;

Tujuan : Meningkamya kualitas tata kelola pemerintahan dalam
bidang Manajemen ASN

3.2 Basaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Sasaran startegis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sclok adalah kondisi yang akan
dicapal secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifilk, terukur dan
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Fokus utama
sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Badan Kepegawaian
dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam seluruh kegiatannya.
Saszaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun
dapat dicapai dalam periode 1 [satu) tahun pada masa sekarang dan
berorientasi pada hasil.

Sasaran perencanaan strategis Badan Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Solok tahun 2025-2029 adalah sebagai
berikut:
|. Meningkatnya Profesionalisme ASN serta meningkainya Pengetahuan,

Keahlisn dan Keterampilan ASN dengan optimalisasi sistem
meritokraai berbasia digital dalam pengelolaan dan Pendayagunaan
ASN, dengan indikator:

a. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN teridiri dari 4 Dimensi Penilaian
vaitu: Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi,
Kualifikasi Kinerja, Dimensi Dispilin dan Dimensi Kompetesni

Untuk mencapal angka Indeks Profesionalitas ASN maka
diperlukan Indikator kepegawaian yang di nilai coleh Badan
Kepegawaian Negara sctiap Tahunnya vaitu Indeks Sitem
Merit juga perlu untuk mengukur Indeks Kepuasan Aparatur
terhadap Layanan kepegawsian vang ada di BEKPSDM
Kabupaten Solok.

2. Meningkatnya Aluntabilitas Kinerja BKPSDM, dengan indikator:
a. Nilai SAKIP  Perangkat Daerah
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Dalam rangka penetapan target indikaor sasaran stategis pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia digunakan
kertas kerja sebagai berikut:

target sebagai berikut:

Indiktor Kinerja sgelanjutnya adalah Indeks Kepuasan Aparatur terhadap
pelavanan kepegawaian yvang ada di BKPSDM Kabupaten Solok
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3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
PD Tahun 2025-2029

Strategi merupaken suatu langkah dalam rangka memecahkan
permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara
keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencansan dan
cksckusi scbuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik
melibatkan koordinasi tim kerja, menggunakan [actor pendukung,
memanfaatkan peluang dan mengantisipasi hambatan yang mungkin
dihadapi agar gagasan terlaksana secara rasional, efisien dalam pendanaan
dan mencapai tfujuan secara efektif.

Untuk merumuskan Starategl dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra PD Tahun 2025 — 2029 BEKPSDM berpijak kepada strategi yang
tertuang dalam Misi 1 pada RPJMD Kabupaten Sclok Tahun 2025-2029.
Maka dari itu dirumuskanlah Starategl dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra PD Tahun 2025 - 2029 BKPSDM yang digambarkan pada tabel 3.5

Tahel 3.5
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Dalam rangka penentuan program prioritas dalam menghadapi
lingkungan veng dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan
penahapan pembangunan pertahun, Berdasarksn penahapan pada RPJMD
dapat kita rumuskan Penahapan Renstra PD pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia scbagai berikut:

Tabel 3.6
Penahapan pada Renstra PD
TRHAF | TiHAZ R TAHAP I TRHEF 1Y
[T [2aan) (a0 [205)
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Prociazan Ineentarisan ‘Penypisinan Sopulml Program | Penyusunan Aplikasi Pelaganan | Mefasjulian Perysmunan
elemen) unsuryeng mengadi 1I:|r_|r|.ﬂ;.-[m: Fembentukan | Eopogewaion Bersash Digital  |aplibos Pelayeran Kepegawaan
fondasan usuk meningatian (T unbkmeninghatian cani Ui Cobe Aplitaal vk |Bevhals Cigital s=ousi Program  flenoapai ASK yang Profedonal
i fins Marajemn ASH bundizas Manaemen A5 mgnieghatian huslits Kerja dan implgma i
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3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaranRenstra PD tahun 2025-2029

Kebijakan adalash pedoman pilihan yang dijadikan rumusan
strategl untuk mencapei tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama
5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023-
2029 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar
selaras dengan RPJMD Kabupaten Solok serta peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-
kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagl perumusan dan
operasionalisasi program dari Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten
Solok Tahun 2025-2029.
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Meaka dari itu untuk menentukan arah Kebijakan dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 BKPSDM maka
digunakaniah Teknik Merumuskan Arah dan Kebijakan Renstra PD
sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025
sebagaimana tertuang pada tabel 3.5




Tabel 3.7 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD
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Dari tabel diatas maka kita dapatkan arah kebijakan yang akan
dilakukan oleh BKPSDM dalam kurun waktu lima tahun kedepan scperti
yvang tergambar pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Arah Kehijakan Eenstra PD
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Propram unggulan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2025-2029
diselaraskan dengan program prioritas nasional yang tertuang dalam
RPJMN Tahun 2025-2029. Sekaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka BKPSDM
berkewsajiban untuk mendunkung Program Unggulan 2 yaitu : Optimalisasi
sistern meritokrasl berbasis digital dalam pengelolaan dan pendayagunaan
ASN.

Program inl merupakan upaya strategis Pemrintah Kabupaten Solok
untuk mewujudkan tata kelola aparatur sipil negara yang profesional,
kompeten, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi
maosyarakat. Penerapan sistemm merit secara digital menjadi instrumen
utama dalam memastikan bahwa setiap proses manejemen ASN mulai dari
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perencanaan kebutuhan, rekruitmen, pengembangan karir, penilaian

kinerja, hingga promosi jabatan dilaksanakan secara objektif, transparan

dan berbasis kompetensi,
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Solok berfokus pada
beberapa aspek penting antara lain:

1. Penguatan sistem merit berbasis digital dengan membangun platform
manajemen ASN terintegrasi vang mendukung transparansi dan efisiensi
dalam setiap tahapan pengelolaan SDM Aparatur.

2. Rekruitmen dan promosi berbasis kempetensi untuk memastikan bahwa
penempatan ASN sesual dengan kualifikasi , kompetensi serta kinerja
yang terukur.

3. Peningkatan kapasitas dan pengembangan karir ASN melalui e-learning,
talent manajemen system, serta program pengembangan kompetensi
yang adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan tatanan global.

4, Penilaian Kinerja ASN secara digital menggunakan indikator yang jelas,
terukur, dan akuntabel, sehingga mendorong budaya kerja berbasis
prestasi.

5. Pengendalian dan pengawasan kinerja ASN dengan sistem pelaporan
berbasis aplikasi yang memungkinkan monitoring secara real time dan
mencegah praktik-praktik non merit.

6. Mendorong integritas dan akuntabilitasASn melalui transparansi proses
administrasi kepegawaianserta penerapan kode etik dan disiplin berbasir
sistem digital

Dengan optimalisasi sistem meritokrasi berbasis digital ini,
diupayakan ASN Kabupaten Solok mampu bertransformasi menjadi sumber
daya aparatur yang profesional, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Pada akhirnya program ini akan menjadi fondasi kuat dalam
menciptakan birokrasi daerah yang bersih, cfektif berdaya saing, serta
berorientasl pada pelayanan yang prima.




BARB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
FENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penvelenggara Bidang urusan Badan Kepegawaian dan pengembangan
Sumber Daya Manusia berpedoman kepada Instruksi menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tehun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra
PD Th 2025-2029 dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Th 2022 ttg
Perubahan Kepmendagri No.050-5889 Th 2021 ttg hasil verifikasi, validasi,
inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

Seguai dengan tugas dan fungsinya BKPSDM menangani dua urusan
yaitu:

1.  Urusan Kepegawaian
2.  Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Adapun kerangka perumusan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan

Renstra PD dapat digambarkan pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra PD




4.1 Uraian Program

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 (tiga) program
sebagai berikut:

1. Urusan Kepegawaian

Urusan kepegawaian memiliki 2 {dua) program yaihx:

a. Program Kepegawaian Daerah

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten,/ Kota
2.  Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pendidikan dan pelatihan memiliki 1 {satu) program yaitu;

a Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Uraian Program Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1,

sedangkan Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra
PD dapat digambarkan pada tabel 4.2
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4.2 Uraian Kegiatan

Untuk melakssnakan program yang ada pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka dilaksanakan lah 12 (dua
belas) kegiatan sebagai berikut:

1. Prograrm Kepegawaian Daerah

Memiliki 4 [empat] Kegiatan yaitu:

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

b. Mutasi dan Promosl ASN

¢. Pengembangan Kompetensi ASN

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Memilild 6 (enam) Kegiatan yaitu:

a, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
Administrasi Keuangan Peranghkat Daerah
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Memiliki 2 (dua) Kegiatan yaitu;

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan

Fungsional

mopo @

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator dan Pagu Indilatif

Program, Kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur
vang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan,
Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Lebih
lanjut mengenai uraian Sub Keglatan beserta Kinerja, Indikator dan Pagu
Indikatif dijelaskan pada tabel 4.3,

.
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4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program Prioritas

Pembangunan Daerah
Adapun Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas

Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1.

3.

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumiah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan proses penyusunan kebutuhan
berdasarkan ANJAB dan ABK dengan memperhatikan peta jabatan
masing-masing OPD dan proyeksi pensiun lima tshun kedepan.
Dokumen yang dihasilkan sub segiatan ini berupa usulan kebutuhan
pemerintah daerah vang dikirimkan ke Kementerian PANRE dan
usulan yang kita ajukan tersebut Kemenpan RB menerbitkan dokumen
penetapan formasi untuk pemerintah daerah.

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PN8 dan PPPK

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan lah proses pengadaan ASN sesuai
ketetapan formasi yvang diterbitkan oleh Kemenpan RB, Proses
Pengadaan meliputi Proses Seleksi, Pengumuman peserta julus Seleksi,
Pengusulan NIP, Penerbitan SK dan Pelantikan. Disamping pengadaan
ASN melalui jalur seleksi jugn dilaksanakan pengadman ASN melalui
jelur sekolah kedinasan sesuai kebutuhan.

Koordinasl Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Pada Sub Kegiatan inl dilaksanakan proses administrasi
pemberhentian/ pensiun yang meliputi beberapa jenis Pensiun yaitu
Pensiun BUP (batas Usia Pensiun}, Pensiun Janda/ Duda (Bagi Suami/
Istri PNS yang meninggal dunial, Pensiun APS (Atas Permintaan
Sendiri). Untuk Pensiun BUP disertai dengan SK Kenaikan Pangkat
Pengabdian dan jika terjadi PNS Tewas dalam melaksanakan hagas
maka diurus lah SK Kenalkan Pangkat Anumerta

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

Sesuai dengan tupoksinya sebagei penyelenggaran urusan pemerintah
di bidang kepegawalan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya manusia mewadai Lembaga Profesi ASN yaitu Korps
Pegawai Negeri (KORPRI). Korpri memiliki peran dalam memberikan
bantuan perlindungen kepada ASN baik dari segi Bantuan Sakif,
Melahirkan, Bantuan Hukum, atau pun Uang Duka jika ASN maupun
kelusrga meninggal dunia yang diatur dalam ketentuan yang
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Korpri Pemerintah Daerah.
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Pada Sub kegiatan ini mengelola Sistem Informasi Kepegawaian vang
memuat database kepegawaian pemerintah daerah yang terintegrasi
dengan SI-ASN milik BKN Pusat , Sistem Informasi Kepegawaian
memiliki fungsi sebagai basis data kepegawaian sckaligus media
pelayanan kepegawaian kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Pengelolaan Data Kepegawaian

Pada sub kegiatan ini di proses adminstrasi Karpeg, Karis dan Karsu
secara digital melalui aplikasi 8I-ASN. Selain itu juga dikelola mengenai
Cuti ASN yang meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Melahirkan,
Cuti Alasan Penting maupun Cuti di Luar Tanggungan Ncgara
Pengelolaan Mutasi ASN
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10,

B

12,

13.

14.

15.

16.

Sub Kegiatan ini menangani usulan mutasi Internal (Mutasi JPT, JA,
JF dan Pelaksana) dan Eksternal Pemerintah Daerah

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Sub kegiatan ini mengani proses kenaikan pangkat ASN serta fasilitasi
pelaksanaan ujian Dinas dan Ujian Penyesuai ljazah. Disamping itu
juga diberikan pelayvanan Peninjauan Masa Kerja, Mutasi Lain-Lain dan
Pencantuman Gelar,

Pengelolaan Promosi ASN

Pada Sub Kegiatan Promosi ASN dilaksanakan proses seleksi terbuka
(selter], proses assessment ASN, Pelantikan Pejabat di Lingkungan
Pemerintah Daerah baik Pelantikan JPT, JA [Administrtor dan
Database) amupun pelaktikan JF

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Pendidikan Lanjutan ASN diberikan dalam bentuk Fasilitasi penerbitan
SK Tugas Belajar dan ljin Belajar kepada ASN maupun memberikan
beasiswa Si@ dan 53 kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah
sesuai ketentuan yang berlaku,

Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Penembangan karir dalam Jabatan Fungsional mencakup SK
Pengangkatan Pertama dalam JF, SK Alih Jenjang JF, SK Kenaikan
Jabatan JF, SK Pembebasan Sementara dalam Jabatan JF, dan
terdapat fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi JF khusus jabatan
Analis SDM Aparatur yang merupakan JF dibawah binaan BKPSDM.
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Penilaian dan ealuasi kinerja aparatur dilaksanakan secara berjenjang
melahii aplikasi e-Kinerja S1-ASN, proses meliputi Perencanaan Kinerja
dan Penilaian Kinerja dengan dolcumen output Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) setiap tahun nya.

Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawali

Pemberian penghargaan kepada ASN meliputi pemberian penghargaan
di level pemerintah daerah seperti PNS Berprestasi ataupun
pengusulan Satva Lencana ke Kemetrian Dalam Negeri sesuai dengan
masga kerja, SLKS 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Sub Keglatan ini mengelola pelanggaran disiplin ASN yang di laporkan
ke BEPSDM dengan kategori Pelanggaran disiplin Ringan, Sedang dan
Berat. Cutput dari sub kegiatan ini berupa, Surat Teguran. SK
Hukuman Disiplin ASN seluai hasil siding Tim Penilai Kinerja ASN
Pelayanan proses izin perceraian

Sub Kegiatan ini memproses usulan perceraian ASN vang masuk ke
BEPSDM untul kemudian diteruskan ke pimpinan dan dibahasa di
sidang TPK, output kegiatan ini adalah Surat ljin Perceraian ASN.
Disamping ita juga dikelola usulan pernikahan ASN meliputi Pernikah
Pertama, kedua dan Seterusnya dengan output Surat ljin Pernikahan,
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan
Pillhan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan
Pemerintahan Umum (Diklat Pengelola Keuangan (BP, BPP, KPA, PPTK,
PPK)

Pengembangan Kompetensi Teknis berhubungan dengan pelaksanaan
Pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis yang relevan

i 01




17.

18,

19,

20.

21.

Q4.

23,

24,

dengan tugas dan fungsi vang diemban oleh ASN yang bersangkutan
seperti Diklat Keuangan, Diklat Pelayanan Publik, Dikiat S5PM dan
sebagainya.

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota.

Sertifikasi Kompetensi meliputi sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan
oleh jabatan fungsional tertentu yang disesuai dengan kemampuan
daerah dan prioritas daerah seperti sertifikasi kompetensi Pejabat
Pengadaan barang dan Jasa, P2UPD, Pol PP dsbj

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan
Prajabatan

Meliputi Pelatihan Dasar CASN (Latsar) maupun Orientasi PPPK,
Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pendidikan Kepemimpinan
Administrator (PKA) dan Pendidikan Kepemimpinan Pengawas (PKFP)
maupun diklat Fungsional yang menjadi prioritas dacrah.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan ini disusun lah dokumen Rencana Sirategia
Perangkat Daermh (Renstra PD), Perjanjian Kinerja (PK), Perjanjian
Kinerja PerubahanPK-F), SK IKU beserta lampiran SK IKU, Rencana
Aksi, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerash, Rencana Kerja
Perubahan (Renja-P) Perangkat Dacrah. Disamping itu juga terdapat
dokumen perencanaan lain yang harus disusun seperti Rencana Aksi
RB Gneral , Dokumen GAP — GBS, Statistik Sektoral, Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) juga yang terbaru FCP (Fraud Control Plan).
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKFD,

Sub Kegiatan ini menghasilkan dokumen RKA-SKFD, RKA Pergeseran
(jika ada), RAK-SKPD, RAK Pergeseran (jika ada), Perubahan RKA-SKFD,
RAK Perubahan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKFPD

Sub Kegiatan ini menghasilkan dokumen DPA-SKFPD, DPA Pergeseran
jika ada), RUP-SKPD, RUP Pergeseran (jika ada), Perubahan DPA-SKPD,
RUP Perubahan SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tktisar
Realisast Kinerjo SKPD

Sub Kegiatan ini menghasilkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan,
serta Laporan Pengadaan Barang dan Jasa. Di samping itu juga ada
kegiatan rutin verifikasi SPJ, SPJ Fungsional dan dokumen keuangan
lainnya sebagai data pendukung realisasi keuangan.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan ini disusun Laporan Pengulkuran Kinerja/ Laporan
Realisasi Rencana Aksi Per Triwulan, Laporan Evaluasi RKPD Per Tn
Wulan, LKj[P, LPPD-LKP.J, Laporan Realisasi RB Per Triwulan, Laporan
Realisasi PUG per Triwulan. Disamping itu terdapat evaluasi sesuai
tuposi BKPSDM vaitu SPBE, MCP KPK, SAKIP-RB, PM-5PIP yang harus
dipenuhi setiap tahunnya.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan sleh BKPSDm mencalkup Gaji dan
Tunjangan Pegawai BKPSDM, Gaji dan tunjangan CPNS Tahun berjalan
(jika ada), Gaji dan Tunjangan PPPK tabun berjalan (jika ada)
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25,

26.

27.

28,

29,

30.

31.

32,

33.

34.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kenangan Bulanan/ Triwulan/
Semesteran SKPD

Dalam sub kegiatan ini dihasilkan Laporan Keuangan SKPD disertai
bukti dukung sesuai ketentuan. Disamping itu setiap bulannya juge
dibuat Rekonsiliasi Belanja dengan Bidang Akuntasi, serta Laporan
Prognosis dan laporan Semester | perangkat daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugeas dan Fungsi

Sub Kegiatan ini melaksanaksn Pendidikan dan pelatihan sesuai tugas
dan fungsi ASN yang ade di BKPSDM, mencalup Diklat Analis SDM
Aparatur, Diklat Pranata Komputer atau pun Pelatihan Capasity
Building termasuk Public Speaking di Bidang Pelayanan dan
Kepegawaian

Snsialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terdapatnya dinamika peraturan perundang-undangan kepegawaian
sesual perkembangan zaman, maka untuk lebih menyamakan persepsi
terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan di  bidang
kepegawalan perlu dilaksanakan sosialisasi minimal terhadap pejabat
pengelola kepegawaian yang ada pada perangkat daerah agar mereka
bisa mentransfer pemahaman yang sama kepada pegawai di lingkup
OFD nya masing-masing.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jika peraturan perudangan memiliki juknis di level yang lebih rendah
terkait implementasi aplikasi ataupun sistem dan prosedur maka perlu
dilaksanakan bimbingan teknis kepada operator/ pemangku teknis
sesual peraturan yang dimaksud,

Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kepgiatan ini menvediakan pengadaan belanja modal berupa
peralatan dan perlengkapan kantor/ Sarana dan Prasarana yang
mendukung pelayanan perangkat dacrah baik pelayanan internal
maupun pelayanan eksternal. Termasuk di dalam sub kegiatan ini
kegiatan pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor
vang ada pada perangkat daerah.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini menyediakan kebutuhan logistic yang mencakup alat-
lat listrik, Alat tulis Kanter, Kertas dan Cover maupun Bahan
Komputer yang biasa nya dikatogorikan Bahan Pakai Habis untulk
operasional perangkat daerah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan ini menyvediakan barang cetakan seperti foto copy, cetak
spanduk, barner, baliho maupun cetak blanko, cetak Map yang
diperlukan untuk operasional perangkat daerah

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini menyediakan kebutmuhan BBK, penyediaan makanan
dan minuman tamu serta perjalan dinas untuk acara rapat koordinasi
dan kionsultasi perangkat daerah untuk urusan wajib  yang
diembannya.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Menyediakan kebutuhan benda pos (materai)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Menyediakan pembayaran tagihan air dan tagihan Listrik perangkat
daerah
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33,

30,

a7.

38.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Menyediakan pembayaran retribusi sampah perangkat daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaadan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan ini meliputi seluruh kegiatan untuk pemeliharan
kendaraan dinas jabatan termasuk jasa supir, pajak kendaraan dan
pemeliharaan (BBM operasional dan suku cadang)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini meliputi seluruh kegiatan untuk pemeliharan
kendaraan dinas operasional/ lapangan termasuk jasa supir, pajak
kendaraan dan pemeliharaan (BBM operasional dan suku cadang)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub keglatan ini meliputi seluruh kegiatan untuk pemeliharaan
Gedung kantor meliputi, jasa tenaga kebersihan, penyediaan alat-
bahan kebersihan, pemeliharaan Gedung [pengecatan, rehap dan
pemeliharaan lainnya yang diperlukan)

Untuk lebih jelAsNya dapat kita lihat rangkuman Sub Kegiatan dalam

rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah pada tabel 4.4

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRICRITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIDRITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
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4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun

2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 dapat di uraikan sebagai berikut:

Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN (I[P ASN) adalah ukuran statistik yang
menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,
kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam
melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN bertujuan
untuk memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah
dalam melaksanakan Penpukuran Indeks Profesionslitas ASN secara
gistematis, terukur, dan berkesinambungan. [P ASN memiliki skala
nilai 0-100. Nilai diperoleh dari hasil penginputan pada aplikasi Si-ASN
yang ditetapkan dengan Laporan Hasil Pengukuran IP ASN oleh Badan
Kepegawaian Negara.
Komponen Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 dimensi yaitu:

a, Dimensi Kualifikasi

b. Dimensi Kompetensi

¢. Dimensi Disiplin

d. Dimensi Kinerja

Selain itu untuk mencapai Indeks Profesionalitas' ASN maka periu
dilaksakan kebijakan manajemen ASN berdasarkan prinsip meritokrasi
vang dapat diukur melalui pencapaian Indeks Sistem Merit, dan
sebagal perwujudan sistern merit tersebut juga perlu kita nilai tingkat
kepuasan aparatur terhadap pelayanan kepegawalan yang ada di
BEKPSDM sehingga bisa menjadi bahan masuken di masa depan untuk
perbaikan kualitas pelayanan kepagwaian terhadap seluruh ASN yang
ada di Pemerintah Kabupaten Solok.

Indeks Sistem Merit:

Sistern merit adalah kebijakan dan manajemen yang didasarkan pada
kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, tanpa diskriminasi. Tujuan sistem
merit adalah: merekrut ASN wvang profesional dan berintegritas,
mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN, memberikan
kepastian karier ASN, mengelola ASN secara efektif dan efisien,
memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak.

Penilaian sistem merit meliputi 8 Apek yaitu: Perencanaan Kebutuh,
Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen
Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Digiplin, Perlindungan dan
Pelayanan, Sistem Informasi.

Indeks sistem merit memiliki skala nilai 0-400. Indeks Sistem merit
diperoleh dari hasil input data pada aplikasi sipenter darl KASN.
Namun sejak dibubarkannya KASN sebagi tindak lanjut implementasi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN maka
berdasarkan Surat Edaran MenpanRB Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistern Merit Dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara penilai an sistem merit berada dibawah Badan
Kepegawaian Negara yang sampai saat renstra ini dibuat belum
memiliki aturan teknis lebih lanjut.

ar




Indeks Kepuasan Aparatur;

Indeks Kepuasan Aparatur dalam pelayanan kepegawsian yang ada di
BKPSDM di dapat darl hasil penyusunan Laporan Survey Kepuasan
Masyarakatl/ Aparatur terhadap pelayanan yang ada di BKPSDM setiap
tahunnya, Sekaitan dengan transformasi pelayanan digital nantinya,
angket penilaian yang biasa dibuat secara manual/ konvensional akan
dialihkan kepada media digital sehinggal proses penilaian diharapkan
lebih objektif dan realtime.

Nilai SAKIP Perangkal Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah dalam hal ini BKPSDM merupakan hasil
evalusi SAKIP yvang dilakukan oleh evaluator oleh Auditor Inpekstorat
Daerah melalui pemenuhan dokumen kelengkapan SAKIP yang terbagi
atas Perencanaan Kinerja. Pengulturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
memiliki skala nilai 0-100.

Lebih lanjut mengenai IKU BEKPSDM Tahun 2025-2029 dapat dilihat

pada Tabel 4.5,
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4.6 Terget kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci {IKK])

Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

A. Urusan Kepegawaian
1. Perzentase Perencanaan Kebutuhan yang sesual dengan formasi

Adalah ukuran sejauh mana perencanaan keputuhan pegawal atau

SDM disesuaikan dengan jumlah formasi vang ditetapkan secara

resmi. [nterpretasi ada tiga yaitu:

100% : Seluruh kebutuhan direncanakan sesuai formasi

<100% : masih ada perencanaan kebutuban yang tidal sesuai

formasi

>100% (jarang terjadi): Mungkin terjadi karena kebutuhan lebih

besar dari formasi (ini biasanya menunjukkan kekeliruan atau

permintaan penambahan formasi]
2. Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya

Adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu instansi yang telah

mengikuti peningkatan kompetensi seperti pelatihan, Pendidikan,

seminar, workshop, diklat atau sertifikasi dalam satu periode
tertentu [biasanya tahunan)

Interpretasi ada 3 vaitu:

>75% = Bangat balk (mayoritas ASN telah ditingkatkan

kompetensinya)

50-75% = Cukup Baik

<50%= Perlu perhatian lebih karena banyak ASN belum mendapat

pengembangan kompetensi

3. Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan Kompetensinya

Adalah indikator yang mengukur seberapa banyak ASN yang

pengembangan karirnya (misalnya promosi, rotasi, mutasi,

penugasan khusus) dilakukan berdasarkan kompetensi yang

Indikator ini penting untuk memastikan bahwa pengembangan karir

ASN dilakukan secara objektif, berbasis merit dan sesuai dengan

kemampuan serta potensi ASN bukan karena factor non-

kompetensial sepertl kedekatan personal, senioritas semata atau
tekanan ekstermnal.

Interpretasi ada 3 yaltu:

>B0% = Sangat baik — pengembangan karir berbasis kompetensi

sudah berjalan optimal

60-80% = Cukup baik- masih perlu perbaikan dalam pemetaan dan

pelaksanasn

<60%= Perlu perhatian serius - pengembangan karir belum

sepenuhnya berbasis merit,

4, Persentase Pegawal dengan SKFP Bernilai Baik
Untuk menghitung persentase pegawai dengan SKF (Sasaran Kinerja
Pegawai) bernilai baik, kita memrlukan dua data utama
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a. Jumlah total pegawai yang dinilai SKP nya

b. Jumlah pegawai yang mendapat nilai SKP kategori baik
Kategori SKP sebagai referensi

Diatas ekspektasi = sangat baik

Sesuai ekspektasi = baik

Dibawah ekspektasi = kurang

B. Urasan Pendidikan dan Pelatihan

i

Persentase ASN vyang mendapatkan pengembangan kompetensi
Dasar, Manajerial, dan Fungsional
Untuk menghitung indikator ini perlu membanginya berdasarkan
jenis pelatihan dan total ASN yang menjadi sasaran yaitu:
Pengembangan Kompetensi Dasar meliputi Latsar CPNS, pembekalan
etika ASN, dan lain-lain.
Pengembangan Kompetensi Manajerial meliputi Diklat
Kepemimpinan (PKN, PKA, PKP), pelatihan perencanaan, supervise,
kepemimpinan stategis, dan lain-lain.
Pengembangan Kompetensi Funfsional meliputi pelatihan jabatan
fungsional (guru, auditor, perencana, pranata computer, analis SDM
aparatur, dan lain-lain)
Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan
Untuk menghitung indikator ini kita perlu membandingkan jumlah
kegiatan pelatihan yang benar-benar terlaksana dengan jumlah yang
direncanakan dalam satu periode (biasa nya satu tahun|
Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetens:
Untuk menghitung persentase ASN yang memiliki sertifikcat
kompetensi kita perlu mengetahui dua angka penting yaitu jumlah
total ASN dan ASN yang memilild sertifikat kompetensi [sertifikat
kompetensi berasal dari BNSP - Badan Nasional Sertifikasi Profeai,
Lembaga Pembina Jabatan Fungsional seperti Kemendikbud ristek,
BPKP, Kemenkes, dsb serta Ujl Kompetensi dari Lembaga resmi/ LSP.
Dan kita harus memastikan hanya menghitung sertifikasi yang
relevan dengan jabatan ASN
Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi
Telnis,
Pelatihan kompetensi teknis Adalah pelatihan yang berkaitan
langsung dengan tugas dan fungsi jabatan misalnya;

- Pelatihan Teknis Pengadaan barang dan Jasa bagi KPA dan

PPTK
- Pelatihan Teknis Keuangan, Pelayanan Publik, Sistem Informasi
dan sebagainya

- Pelatihan berbasis Jabatan atau unit Kerja
Pelatihan teknis berbeda dari pelatihan manajerial (kepemimpinan)
atau fungional (untuk japfung tertentu)

Indikator Kinerja Kunci Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manuaia tergambar pada Tabel 4.6.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penetapan RPJMD Kabupaten Solok yang dituangkan dalam
RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dasar penyusunan Renstra BKPSDM
tahun 2025-2029 dengan didasarkan kepeada perkembangan dan
perubahan lingkungan strategis BKPSDM, balk mengacu kepada arah
kebijakan Pembangunan daerah maupun kebikan Pembangunan
kepegawaian nasional sebagai mana diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan di Bidang Kepagwaian, Pendidikan dan Pelatihan
yang belum dapat diwujudkan, Selain [tu juga mempertimbangkan
bahwa terwujudnya Profesionalitas ASN dengan optimalisasi sistem
meritorasi berbasis digital dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN
serta meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN
untuk mencapai tujuan Rencana Strategis BKPSDM Tahun 2025-2029
yaitu “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam bidang
Manajemen ASN® pertu dikawal agar seluruh sasaran strategis dengan
indikator kinerja yang sudah ditetapkan bisa tercapai sehingga
terwujud Smart Government dan berintegritas dalam melayani sesuai
Core Value ASN "BerAKHLAK",

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar
atau acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Selok selama kurun
waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang
terarah dan terukur, Renstra ini akan dilalukan evaluasi parah waktu
(midterm evaluation) untuk menemukan dan megilai capaian indikator
kinerja serta usaha perbaikan dalam strategi dan kebljakan. Dengan
demikian, pada akhirnya diharapkan seluruh target kinerja yang telah
disepakati dapat tercapai secara lebih optimal,

Meskipun disadari bahwa perwujudan Profesionalisme ASN,
penerapan Sistem Meritokrasi memiliki banyak tantangan darl faktor
eksternal amaupun factor internal Pemerintah Daerah, namun
demikian mengingat BEPSDM sebagal satu-satunya Lembaga
Pemerintah Daerah yang mempunyai peran terdepan dalam
mengemban amanat untuk menyelenggarakan Manajen ASN, maka
BKPSDM mempunvei kewajiban mengaktualisasikan perannya lima
tahun kedepan dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya dalam
urusari Kepegawaian dan urusan Pendidikan dan Pelatihan. Apabilaf
BKPSDM mampu membawakan peran nyata sebagaimana diharapkan
oleh stakeholder dan Masyarakat, mudah-mudahan BKPSDM scbagai
Institusl Pemerintah mampu terus bertahan menghadapi perubahan
lingkungan vang dinamis dan berkembang dalam menyelenggarakan
tujuan dan sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten
Solok Tahun 2025-2029.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanasn Renstra (Rencana Strategis) adalah
prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam
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3.3,

melaksanakan rencana strategis. Kaidah ini bertujuan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan Renstra dilakukan dengan efektif,
efislen, dan sesual dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
mengikuti kaidah pelaksanaan Renstra, erganisasi dapat memastikan
bahwa rencana strategis yang telah disusun dapat diimplementasikan
dengan baik dan mencapai tujuan vang diharapkan.

Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan
inovasi serta rasa tanpgung jawab yang tinggi diperlukan guna
pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Resntra BKPSDM
Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:

a. keselarasan dengan RPJMD: penyusunan dan pelaksanaan Renstra
harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);

b, Kkonsistensi dengan Rencana Kerja (Renja): Renstra menjadi
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tshunan, memastikan bahwa
program dan kegiatan tahunan sejalan dengan strategi jangka
panjang,

¢ pengukuran kinerja dan evaluasi: Renstra menetapkan indikator
kinerja utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan, Proses ini juga mencakup
evaluasi kinerja secara berkala;

d koordinasi dan sinkronisasi; pelaksanaan Renstra harus
melibatkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah, unit kerja,
dan instansi terkait untuk memastilkkan sinergi dalam pencapaian
tujuan;

e, akuntabilitas dan pelaporan: melaporkan hasil pelaksanaan kinerja
Renstra secara berkala menjadi salah satu kaidah penting untuk
memberikan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pimpinan;

f pemenuhan prioritas dan anggaran: pelaksanaan Renstra harus
memprioritaskan kegiatan yang paling relevan dan memastikan
alokasi anggaran yang memadal untuk mendukung pencapaian
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan;

g. kepatuhan terhadap peraturan: seluruh tata cara dan pelaksanaan
Renstra harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan
vang berlaku, serta kebijakan pemerintah terkait perencanaan

pembangunan.

Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra merupakan
proses penting untuk memastikan bahwa rencana strategis yang telah
disusun dapat diimplementasikan dengan efektil dan efisien. Berikut
adalah beberapa aspek vang terkait dengan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra
a memantau progres pelaksanasn Renstra untuk memastikan bahwa
target dan sasaran dapat dicapaz;
b. mengukur kinerja pelaksanaan Renstra berdasarkan indikator yang
telah ditetapkan;
¢. menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra;
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d. mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan Renstra;

e. merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode selanjutnya
berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Renstra, perangkat daerah dapat:
a. meningkatlkan kualitas perencanaan dan pelaksansan

pembangunan;
b. mengoptimalkan penggunaan sumber daya;
¢. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Rensira; dan
d. mengidentifikasi area yang periu diperbaiki dan merumuskan
strategi perbaikan,

BUPATI SOLOK
dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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LAMPIRAN |

METADATA INDIKATOR RENSTRA TAHUN 2025-2029

. INDIKATOR KINERIA UTAMA PERANGHKAT DAERAH

1.1.Indek Profesionalitas ASN

Mama Indikator

Definisi

Rumius
Perhitungan

Indeks Profesionalitas ASN Adalah ukuran statistic yang menggambarkan
kualitas ASN berdasarkan kesesualan kialifikasi, kompetensl, kinerja dan
kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan yang divkur melalul 4
dlmansi:
a. Dimensi Kualifikasi : digunakan untuk mengukur data/ Informasi
mengenal kualifikasi Pendidikan formal ASn darl jenjang paling tinggi
(bobot 25%)
b. Dimensi Kompetensk digurakan untuk mengukur deta/ Informasi
mengenal Riwayal pengembangan kompetensi vang pernah dilkuti cleh
ASN [bobot 40%)
¢, Dimensl Kinerja: digenakan untuk mengukur data) iInformasl mengenal
penitaian kKinerja (babal 30%)
d. Dimensl Disiplin:  digunakan  untuk  mengukur  data/  informasi
kepegawaian kainnyayang memuat hukuman yang pernah diterima oleh
ASN [bobot S%)

I =zn:1p=

| =l

[P = [P1+P2+IP3+ P4
(P = Indeks Profesionalisme
IP1 = indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasd
(P2 = indeks Profesionalisme Dimens| Kompetensi
(P = indeks Profesionalisme Dimens| Kiner|a
|P4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Milal P ASN pada Instansi Pemerintah biasa nva di percleh melalul hasil entry
data kulaifikasi, kompetensi, kinerja dan hukuman disiplin pada aplikasi 51-A5N
yang diumumkan tecarn tertuls melalul  surat Hasil Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASa aleh Badan Kepegawalan Megara

Interpretas

Indeks Profesionalitas ASN di buat dalam rentang nilai:
91 - 100 : Sangat Tinggl
E1-90 : Tingel

71-80 ; Sedang

61-70 ! Rendah

50 ke bawah : Sangat Rendah

P

Sumbar Data

Badan Kepegawaan Negara

Frekuensi

Tahunan

1.2 Indek Siztem Merit

MWama indikator

indeks Sistern Merlt

Definisi

Rumus

indeks Sistem Merit  adalabh ukuran atau nilal yang digenakan untuk
mengevaluasl sejauh mana suatu instansi pemerintah menerapken prinsip-
prinsip sisiem merit dalam manajemen Aparatur Sigll regara [ASN], Indeks i
menilai delapan aspek utama, yaltu perencanaan kebutuban, pengadaan,
pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian/
penghatgaan/ disipiin, perlindungan dan pelsyanan, seria sistem Informasd,
Hasll penilaian Inl mengklasifikasikan instansi ke dalam kategorl seperti Sangat
Baik, Baik, Kurang, atau Buruk, untuk mendorng perbalkan dalam pengelolaan
ASN,

' penilalan Indeks sistem merit mencakup delapan aspek penting:
1. Perencanzan Kebutuhan : Kebutuhan ASN yang sesuai dengan beban kerja




f

7.

8,

3

4,

1. Pengadoan : proses rekrutmen yang adil berdasarkan kualifikasl dan

kompetens

Pengembangan Karier : Perencanaan dan sukukngan pengembangan
kompetensi

Promosi dan Mutasl : penempatan ASN berdasarkan kinerja dan kompetensi
Manajemen Kinerja : Pengelolzan Kinerja ASN yang efektif dan berdasarkan
prinsip merit

Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin - Sistem penghargaan dan sanksi
yang didasarkan pada kinerja

Perlindungan dan Pelayanan : laminan perlindungan dan pelayanan bagi
ASN

Sistem Infarmasl ; Ketersedizan dan kualitas sistem Informasi kepegawalan
yang mendukung majemen ASHN

Interpretasd

IV Nilal : 325300 Indeks 0.81-1 = Sangat Balk
1l Nilal ; 250-324 Indeks 0.61-0.8 = Baik

|| Nilai : 175-249 Indeks 0.41-0.6 = kurang

| Milal : 200= 174 Indeks 0.2-0.4 = Buruk

! Sumber Data

Badan Kepegawainn f‘kjg_r_l

Frekuangi

Tahunan

1.3, Indeks Kepuasan Aparatur

MNama |ndikator

i

deks Kepuasan Aparatur

Definisi

sesual amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayananpublik, maka
BKPSDM sehagal Lembaga Public berorlentasi pada kepuasan masyarakat

elalul pengukuran kepuasan pelzyanan, Masyarakat yang dimakiud adalah

ASN Kabupaten Solck.

Urnsur pelayanan meliputi;

- Persyaratan

- Sistem, mekanisme dan prosedur

= Waktu penyelesalan

= Blaya/tariff

= Produk,spesifikas] jenls pelayanan

- Kompetensi pelaksana

- Perilaku pelaksana

- Penanganan pengaduan, saran dan masukan 5arana dan prasarana

Rumus
Perhitungsn

Totel nilal persepst per unsur
Total unsur vang Levisd

£ nilgd prnimbong

Rentang Nilal : 0sfd 100

Interpratasl

Sangat Balk : £8,31-100,00
Beik : 75,61-88,30

Kurang Balk ; 65,00-76,60
Tidak Balk : 25,00-64,95

Sumber Data

Hasil Pelakianaan Survel Eepussan Aparatur

Frekuens!

oy

1.4.1P ASN Dimensi Kompetensi

Mama indikator

iP

ASN Dimensi Kompetensl [IP ASN]

Definisl

o

imens! kompetens mengukur kemampuan individe ASN dalam menjalankan

tugas jabatan berdasarkan pengetatuan, keterampilan dan sikap kerja,
peniialanya mencakup ;

- Kualifikasi Pendidizan




= Pelatihan dan pengembangan [diklat teknis, manajerial, fungsonal )

= Kesesualan antara kompetensi dan jabatan

- Sertifikat kempetens| [ika ada
Indeks ini berbeda darl SKP. 5KP menilai kinerja sedanghkan dimens
kompetensi menital kapasites individu.
Kompetensl sesual standar ditentukan oleh instansl Pembina atau
kehijakan masing-masing Instansi (misalnye ASN  sudah  memilikl
pendidikan yang relevan + paiatihan + uji hompetensi)

Rumus
: : = Trerralah ASM dengan Nompetensd sesudl stander
Perhitungan Prac ks W nampucenad ASN Tramiah Tatal ASN
Nilgi 1P ASN Dimensi Kompetens| didspat dar hasil entry data kempetensi ASN
- yang diinputkan ke dalam aplikasi ASN Digital 51-ASHN
Intarpretasl Rentang nilal - O &/d 40, semakin tinggl nital kompetensi dimensi semakin baik
kualitag ASN dalam sustu Pemerintah Daerah
Sumber Data Badan Hepmma[an MNegars
Frekuens] Tahwnan

1.5.Nital SAKIP Peranghkat ﬂltrﬂ'l

| Nama Indikator

Nilal SAKIP Pera ngkat Daerah

Dafinisi

Milai SAKIP Perangkat Daerah dalam hal inl AKPSDM merupakan hasil evalusi
SAKIP yang dilakukan oleh evaluator oleh Auditor Inpekstorat Daerah melalul
parmenuhan dokumen
Peraturan menterd PANAB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluad Akuntabilitas
Kinarja Instansi Pemerintah, mengatur secara taknls pelaksanaan svaluasl AKIF,
meliput! tujuan, ruang ngkiup, metode, tahapan, serta penilaian evaluacl
Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa
variabel, antara lain kriteria-kriterla yang ada dzlam penerapan komponen-
komponen manajemen kineria yang meliputi perencanaan  kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kiner|
Internal, sebagal fakta obyektf Instansl pemerintah/unit It!rjj
mengimplementasikan S4KIP
Komponen-kemnponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerjs
Evaluasl (LKE), sesual dengan kriterla masing-masing komponen, Variabel-
variabel tersebut, yaltu:
|. Ewvaluasi AKIP meliputl empat komponen yaltu Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabliitas
Elner|a Internal,
Masing-masing Xomponen tersebut terdiri darl Subkomponen
Keberadzan, Subkomponen Kualitas, dan Subkomponen Pemanfaatan,
1, Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapal di setiap
subkomponen untuk dapat dinllal apaksh kondisi tersebut sudah atay
belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

]

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilergkapl dengan
kriteria penilaian, dengan hobot sebagal h!rli:ut

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub




kompenen dinilal berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriterla. Subs
kompenen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/DJE, jika
kondisi atau gambaran kriteria sesual dengan gradasi nilal sebagal berlkut:

a) HKelsradasn:
mﬂ“tm!&
e i ﬂ% 5 talsaam % =
] i
d MAi M | EUE IEEKmE
- o ikakudite patorudy iresis telab sespemahl £ 100%S) s sl dengan
mandat erkrkan nasioml
B T Nk kwslizs debagian hesar koioa telah wrpemii (#7100
O an Ty rnlin wetmgean by st knieata velab iespenuhi (> 40 7500
C =i T s haslines seba g el e belah vl (=2 7% -30%]
. o kakieria pouiaan seamablie ks el maka dipend (>0
1 i bimm. ligelr
b)) Kualias:

AA e e
B A =0
BB B
] | Jiks fosiliess sebagion bener kviveria relak terpesuh [ 75%- 1 0}
o 80 Mihshuadie sebagie beum kritvia iclah sexpemshi {>50%-T5%)
c S0 Jikn lenalites sebagion kool britesta nelih nerpembi (21 % 50%)
Tk ena pried | il e il nle & prsd I
d W peimeaem)
o N sumavelah Gk adi upays Blam penamban ks

Briicrep ”.!'-.!m'— AL e 1 ERALEE P11 Brr bl
mmﬂw—ﬂtlmuﬁlm
emandat ke ehij alean nabonal

Hlca sl setagisn boiss kriteris ek erpemuh (7 5%1 00%)

b .1
[ ]
n
= 1 Fika ki sebugian besse kaiteia tedsh erpenhi $>3 0% T
L' 1]
§ ]+

Nika eunTites vebagian kecil kteria 1elab rerpeemsh (2 3% 40%)
Jiks krlterta gienibaian skasarili: kiner vl sl dipeshl (s

5%)
. T+ s sriall G2k o opava e pessenidhan KTomis panalan
slomeaslingy kmern

Interpretasi

Miiai hasll akhlr dari pmjurnlahaa'l kamponen-komponen memberkan gambaran
tingkat AKIF, dengan kategorl sebagal berlkut:
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Sumber Data

inspekiorat Daerah Kabupaten Solok

Tahurnan

| Frekuensi

INDIKATOR KINERIA KUNCI PERANGIKAT DAERAH
Z.1.URLSAN KEPEGAWAIAN
2.1.1, Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesual dengan formasi

Nama Indikator Persentase Perencanaan Kebutuhan vang sesual dengan formasi

Deefinisi Persentase Perentanaan Kebutithan yang sesual dengan formas! adalan ukuran
sejauh mana perencanaan kebutuhan pegawal atau S0M disesuaikan dengan
jumlah formasi yang ditetapkan secara resmi.

‘Rumus Persentase Kesesualan Perencanaan Kebutuhan

I.m:“m [ fub Kebotuban e Fi

Pt ?uul.':lln'nﬂlr'm::n }m:.l-m:l:lr] 100

Interpretasi a. 100% : Seluruh kebutuhan direncanakan sesual formas)
b. =100% : masih ada perencanaan kebutuhan yang tidak sesual formasl
e >1000% [[arang terjadl): Mungkin terjadl karena kebutuhan lebih besar dar

. formasi {inf blasanya menunjukkan kekelingan atau permintaan penambahan
formasi)
Sumber Data BKPSDM Kabupaten Sclok
Frakuensi Tahunan




2.1.2. Persentase ASN yang ditingkaikan Kompetensinys

Mama Indikator Persertase ASN yang ditinglatkan Kompetansing
Definisi Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya adalah indikator yang
menunjukkan seberapa besar proporsi Aparatur Sipll Negara (ASN) dalam suatu
instansi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi seperti pefatihan,
Pendidikan, seminar, workshop, diklat atau sertifikasi dalam satu periode
tertertu (blasanya tahunan).
Rumus Persantase Penlngkatan Kompetens] ASN=
Perhitungan
Jumiah ASN yaseg Mengiluti Perningkaton Kompatens 100%
{ Total Jumiah AZN }1
Interpretasi *75% = Sangat balk [mayaritas ASN telah ditingkatkan kompetensinys)
50-75% = Cukup Baik
<50% = Perlu perhatian leblh karena banyak ASN belum mendapat
pengembangan kormpelensl
Sumber Data BEPSDM Kabupatan Solok
| Frekuensi Tahunan

2.1.3, Persentase Pengembangan karir ASN sesudi dengin Kompetensinya

Mama Indikotor Persentade Pengembangan karir ASN setual dengan Kompetansinga

Definisi Persentase Pengembangan karir ASN sesual dengan Kompetensinys Adalah
indikator yang mengukur seberapa baryak ASN yang pengembangan karirnya
(misalnya promosi, rotasi, mutas|, penugasan khusus| dilakukan berdasarkan
kompetens! yang dimilikinya.
Indikataor Ini penting untuk memastitan bahwa pengembangan karir ASN
dilakukan secara objektif, berbasis mert dan sesual dengan kemampuan serta
potens] ASN bukan karena factor non-kompetersial seperti kedekatan personal,
sanjoritas samata atau tekanan eksternal.

Rumus Parsentase Pengembangan Karlr ASN Sesuai Kompeters|

Perhitungan
i{:"rrnlrl AN xHLulﬂerulmrﬂlmm}:in“

Tatal iy Grukioral

Interpretasl »80% = Sangat balk— pangembangan karir berbasls kampetensi sudah berjalan
optimal
BO-B0% = Cukup baik- masih perlu perbalkan dalam pemetaan dan pelaksanaan
<50= Perlu perhetian serius - pengambangan karr balum sepenubnys
berbasis marit.

Sumber Data BEFSDM Kabupaten Solok

Frekiaens Tahunan

2.1.4, Persentase Pegawnl dengan SKP Bernllal Balk

Nama Indicatar

Persentase Pegawai dengan SKP Bernifal Baik

Definisi

Persentase Pegawal dengan SKP Bernilai Balk adalah Pegawai dengan kinerja
sesual ekspektasi dan diatas ekspektast pada aplikasi e-Kinerja 51-ASM.

Untuk menghitung persentase pegawai dengan SKP (Sasaran Kinerja Pegawall
bernllal balk, kits memriukan dua data utama

2 Jumiahtotal pegawal yang dinlfai 5KP nya

b,  lumlah pegawal yang mendapat nilal SKP kategori baik

Rurmiis
Parhitungan

Tumiah pegawal dengan SKP "Raik”
PEF:-EHEEJ-E#( Temilah total pegawal inﬂﬂ%




Interpretas|

» Sangat baik: Diatas Ekspektasi
¢ Baik :Sesual Ekspektasi
» Kurang: Oibawah Elspektasi

Sumber Data

Aplikacl E-Kinerja BKN

Fredouensi

Tahunan

2.2.URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.21. Persentase ASn yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan

fungsional.

Nama Indikator

Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar,
manajertal dan fungsional

Definisd

Persentase ASN vang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar,

manajerial dan fungsional adalah jumlah ASN yang sudah mengikuti

kompetensi Dasar, kompetensi manajerial dan Fungsional dalam tahan

berjalan,

a. Kompetensi Dasar seperti Latsar CPNS, Pembekalan ASN, Orientasi
FPK

b, Kompeternsi manajerial seperti Diklat Kepemimpinan, Pelatihan
Perencanaan, Supervisi dan kepemimpinan strategis

. Kompetensi Fungsional seperti Pelatihan sesuai jabatan fungsional
pury, auditor, perencana, pranata komputer, dan lain-lain

Rumus

Perhitungan

Pementase ASN vang mendapat pengembangan kompetensi dasar, manajerial
Kl

dan fungsional = 3

K1 = Kompetensi Dasar
o J1Emi ASN pareg merag kit Pamgembangin Kemgetens Dosar  100%
Jumtibirh seduruh ATR
K2 = Kompetensi Manajerial
o Jumdnk ASN yang mergikutl Pengembamgan Kompetensi Manajerial + 100%
femiah gelere ASN Serubmurnd
K3 = Kompetensi Fungsionall
 Jumdlah ALN ﬂwnﬂlﬂ: Puwgambangon ¥ompetensi Fungrioanl
Jumlaf sehoruh ASN Fusguional

X 100%

Interpretasi

Rentarg Nilal 0-100, semakin tinggi nilai yang dipercleh maka akan
semakin baik

Sumber Data

BKPSDM Kabupaten Solok (Data Simpeg yang disandingkan dengan SI-
ASIN)

Frekuoensi

Tablunan

2.2.2. Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan

Nama Indikator | Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan vang dilaksanakan

Definisi Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan adatah
seberapa banyak Pendidikan dan pelatihan vang sudah direncanakan
terelisasi solama tahun angearan berjalan,

EI.I.I'III af LykLil Wi Tl mitkai i e sl susi

Perhitungan Persentase Realisas Dikdat = e B mmmim 2 100%

Interpretasi Rentang Nilai 0-100, semakin tinggi nilai yang diperoleh maka akan
pemakin baik

Sumbaer Data | BKPSDM Kabupaten Solok




| Frekunensi

|

Tahunan |

1.2.3. Persentase ASn yang memiliki sertifilasi kompetensi

r Nama Indikator | Persentase ASN yang memiliki sertifkat kompetensi
Definisi Persentase ASN vang memiliki sertificat kompetensi adalah selurah ASN
yang sudah memiliki sertifkat kompetensi yang berasal dari:
B BNSP (Badan nasional Sertifikasi Profesi
® Lembaga pembina jabatan fungsional (seperti Kemendikbud ristek,
BPKP, Kemenkes dsb)
B Uji Kompetensi oleh lembaga resmi/ LSP
Pastikan hanya menghitung sertifilasi vang relevan dengan jabatan ASN
Rumus
Perhitungan Persentase ASN yang mamiliki sortifilcat kampetans =
Ffumiah ASN yang memiiikl sertif ikar kompeiens] e,
Tumiah Tocal ASN
Interpretasi Rentang Nilai 0-100, semakin tinggi nilai vang diperoleh maka akan
semakin balk
Sumber Data BKPSDM Kabupaten Selok
Frekuensi Tahunan

2.2.4. Parsentass ASN yang mandapatkan pangembangan kompetens] teknis

Nama Indikator

Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis

Definisi

e

Persentase ASN yang mendapatkan pengembarigan kompetensi telrnis
adalabh seluruh ASN yang memiliki jabatan dimana jabatan yang
diembannya (tu memeriukan pengembangan kompetensi telanis.
Pelatihan kompetensi teknis adalah pelatihan  yang berkaitan langsung
dmgﬂn tugas dan fungsi jabaran misalnya:
Pelatihan Teknis Pengadaan barang dan Jasa bagi 'A dan PFTK
l Pelatihan Teknis Keuangan bagi Bendakara, I'TK
® Pelatihan Teknis Pelayanan Publik bagi kasubag Umum dan
Kepegawaian
B Pelatihan Teknis Sistern Informasi bagh Operator OFD
Palatihan Berbagis Jabatan atau unit Kerja
Pelatihan  teknis  ini  berbeda dengan pelatihan  manajerial
{(kepemnimpinan) atau fungsional untuk jabatan fungsional

Untuk menghitung Persentase ASN yang mendapatican pengembangan
kompetensi teknis maka perlu diromuoskan terlebih dahulu jabatan-
jabatan apa saja vang memerlukan pelatihan teknis seperti, Pengguna
Anggaran (PA), Kuase Pengguna Anggaran (KPA), Peabat Pelaksana
Teknis Keglatan (PFTK), Bendahara, Pengelola BMD, Pelayanan Fublik
(Kasubag Umum) dll. bara di hitung berapa dari seluruh pejabat tersebut
yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis.

Rumus

Perhitungan

Pementase ASN yang mendapatken pengembangsn komoetens teknis =

Jumiah ASN yang mendapat ban pengembangan kompetenst beknis
Jumiah Total ASW Pemangiu | ubatan yang memerlukarn
pengembangan kompetens] teknls

x 100%

Rentang Nilai 0-100, semakin tinggi nilai yang diperoleh maka akan
semakin baik

Em:n'htr Data

BKPSDM Kabupaten Solok

Frekuensi

IE hunan
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